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                              
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 
lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa‟: 58) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
x 
 
ء hamzah ...‟… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A a 
  َ  ‎ Kasrah I i 
  َ  ‎ Dammah U u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
xi 
 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
xii 
 
4. يمر Ramā 
 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
xiii 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
 
 
xiv 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
PAMELA ULFA MEY ROSA, NIM : 15.21.1.1.070 “ANALISIS TERHADAP 
KLAUSULA BAKU GANTI RUGI “MEMECAHKAN BERARTI 
MEMBELI” PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Laris 
Toserba dan Swalayan Klaten). 
 Saat ini begitu maraknya jual beli antara pelaku usaha dan konsumen, 
yang pelaku usaha tersebut mencantumkan klausula atau perjanjian sepihak yang 
dibuat oleh pelaku usaha, sehingga tidak adanya kesempatan bagi konsumen 
untuk menyatakan penolakan atas hal tersebut. Dalam hal ini biasanya klausula 
dicantumkan untuk menghindari pihak pelaku usaha dari kerugian dan komplain 
dari konsumen, akibatnya timbul beberapa masalah dari klausula yaitu timbulnya 
kerugian bagi konsumen. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis dari 
pelaksanaan klausula ganti rugi yaitu memecahkan berarti membeli menurut 
hukum Islam yang ada di Laris Toserba dan Swalayan Klaten. 
 Metode yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini adalah penelitian 
kualitatif lapangan (field research), yang berlokasi di Laris Klaten Jawa Tengah 
Jl. Pemuda No. 164, Sidowayah, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 
Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui 
wawancara, observasi, dokumentasi dan teknik analis data yang terjadi apakah  
pelaksanaan klausula ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak. 
 Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pada klausula baku ganti 
rugi “Memecahkan Berarti Membeli” menurut konsumen merasa dirugikan jika 
harus mengganti barang yang pecah dengan harga jual dari barang tersebut yaitu 
sebesar 100%, konsumen berharap jikalau harus mengganti maka mengganti 
dengan harga modal dikarenakan barang yang didapat tidak sesuai dengan asas 
manfaat dan suka sama suka yang sesuai dengan rukun dan syarat dari jual beli.  
 Kata kunci : Klausula baku, Ganti Rugi, Jual beli 
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ABSTRACT 
 
PAMELA ULFA MEY ROSA, NIM: 15.21.1.1.070 "ANALYSIS OF  
STANDARD CLAUSE OF INDEMNITY" SOLVED MEAN BUYING 
"MUAMALAT FIQH PERSPECTIVES (Case Study in Laris Department 
Stores and Klaten Supermarkets). 
At present there is a lot of buying and selling between business actors and 
consumers, in which the business actor includes a unilateral agreement or 
agreement made by a business actor, so that there is no opportunity for consumers 
to express rejection of this matter. In this case, the clause is usually written to 
avoid the business actor from the loss and complaint of consumers, as a result 
there arises some problems from the clause, namely the occurrence of losses for 
consumers. 
The purpose of this study was to find out how the analysis of the 
implementation of compensation clauses, namely solving means buying according 
to Islamic law in the Laris Department Store and Klaten Supermarket. 
The method used for the preparation of this paper is field research, which 
is located in Laris Klaten, Central Java Jl. Youth No. 164, Sidowayah, Klaten 
Tengah, Klaten Regency, Central Java. The data used are primary and secondary 
data collected through interviews, observation, documentation and data analysis 
techniques that occur whether the implementation of this clause is in accordance 
with Islamic law or not. 
The results of this study are that the implementation of the "Solving Means 
of Compensation Clause Means" according to consumers feel aggrieved if they 
have to replace broken goods with the selling price of the item that is equal to 
100%, consumers expect if they have to replace then replace the capital price due 
to the goods obtained not in accordance with the principle of benefit and like the 
likes that are in harmony with the terms and conditions of buying and selling.  
 
Keywords: Standard Clause, Compensation, Buying and selling 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang memiliki kodrat 
untuk saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam 
kehidupannya manusia tidak pernah lepas dari aktivitas sosial, di 
antaranya ialah aktivitas ekonomi. Salah satu dari aktivitas ekonomi 
masyarakat adalah jual beli, Jual beli adalah suatu perjanjian tukar 
menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara 
kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima 
uang sebagai kompensasi barang, dan sesuai dengan perjanjian atau 
ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.1  
Perjanjian atau kontrak pada dasarnya dibuat berlandaskan pada 
asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan 
seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses 
negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi 
bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara pihak 
konsumen dan pelaku usaha seperti perjanjian baku atau standar kontrak 
atau klausula baku.
2
 
                                                          
 
1
  Masjupri, Buku Daras (Fiqh Muamalah), (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 96. 
2
 M. Roji Iskandar, “Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah”, Jurnal Amwaluna, (Bandung) Vol.1 Nomor 2, 2017, 
hlm. 212.  
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Penerapan klausula baku yang dilakukan oleh pihak dengan posisi 
lebih kuat akan merugikan pihak lain dengan posisi yang lebih lemah 
karena pihak yang lebih kuat telah menyiapkan syarat-syarat baku pada 
formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak 
lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama 
sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat 
yang disodorkan.
3
 
Adapun contoh-contoh dari klausula baku atau kontrak baku yaitu 
seperti : kontrak asuransi, kontrak di bidang perbankan, kontrak sewa guna 
usaha, kontrak jual beli rumah/apartemen dari perusahaan real estate, 
kontrak sewa-menyewa gedung perkantoran, kontrak pembuatan credit 
card, kontrak pengiriman barang (darat, laut, dan udara), kontrak jual beli 
barang di toko atau supermarket.
4
 
Seperti yang terjadi di Laris Toserba dan Swalayan Klaten, yang  
mencantumkan klausula baku “Memecahkan Berarti Membeli”, yang jika 
konsumen memecahkan barang pada area yang terdapat klausul tersebut 
maka wajib mengganti dengan cara membeli barang tersebut dengan harga 
yang sama dengan harga jual yaitu 100% dan dengan mengikuti prosedur 
penggantirugian. Konsumen yang memecahkan barang tersebut 
memberitahukan kepada pihak karyawan, lalu pihak karyawan akan 
memintakan alasan yang jelas mengapa konsumen memecahkan barang 
                                                          
3
 Ibid.,  
4
 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari SudutPandang Hukum Bisnis), (Bandung: Citra 
Aditya Bakti 2003), hlm. 77. 
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tersebut, dan diwajibkan untuk mengganti 100% dari harga jual mau tidak 
mau.
5
  Hal ini dapat menyebabkan konsumen merasa dirugikan karena 
seharusnya terdapat negosiasi untuk tercapainya kesepakatan dalam 
penggantirugian ini. 
Kelemahan-kelemahan konsumen dalam berhadapan dengan 
pelaku usaha berkisar pada kelemahan mereka dalam bidang kebodohan 
atau ketidaktahuan akan barang dan kebutuhan akan barang (consumer 
ignorance), dan kelemahan konsumen dalam hal tawar menawar 
ekonomis, social dan edukasional, sehingga meletakkan posisi konsumen 
pada kondisi take it or leave it.
6
 
Namun di sisi lain, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya 
mempunyai hak yang sudah diatur menurut Undang-Undang  
Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 6 yaitu : 
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa 
yang diperdagangkan; 
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik; 
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
                                                          
5
  Erick, Supervisor, Wawancara Pribadi, tanggal 25 November 2018, jam 16.00-16.30 
WIB.  
6
 Muhammad, Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, 
(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta), hlm. 133.  
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4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau 
jasa yang diperdagangkan;
7
 
Apabila pelaku usaha merasa dirugikan dari pasal di atas pelaku 
usaha berhak mendapatkan ganti rugi. Dalam sistem ganti rugi hal ini tidak 
dipermasalahkan sebab setiap yang melakukan kerusakan terhadap barang 
orang lain sehingga orang tersebut mengalami kerugian maka, ia harus 
melakukan ganti rugi dengan harta mereka untuk mengganti barang yang 
rusak tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) 
UUPK yang mengatur tentang ganti rugi yaitu : 
“Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian 
barang/jasa yang seejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.”8 
Seperti dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah : 194 yang berbunyi: 
 …                                     
          
Artinya:  
...barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang 
dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan 
Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
9
 
                                                          
7
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, hlm. 6. 
8
 Ibid.. hlm. 14. 
9
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Maghfirah, 2006), hlm. 
30.    
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Dari ayat di atas dapat dipetik dalam menghadapi musuh sekalipun, 
kita harus menjaga keadilan dan obyektif serta tidak melanggar batas-batas 
Ilahi.
10
 Sekalipun hal tersebut berkaitan dengan ganti kerugian. 
Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan orang lain baik 
yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pelakunya harus 
bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan kerugian yang timbul. 
Apabila si pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi atas kerusakan 
yang diakibatkan oleh perbuatannya, seperti orang gila dan anak-anak 
yang masih belum balig maka tanggung jawab harus dipikul walinya. 
Kewajiban memberikan ganti rugi dalam syariat Islam bertujuan untuk 
menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan 
kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal 
yang membahayakan.
11
 
Namun, dalam hal ini hukum perlindungan konsumen juga  
didasarkan atas beberapa prinsip, di antaranya adalah prinsip 
keseimbangan dan prinsip keadilan, prinsip keseimbangan dimaksudkan 
untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku 
usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual serta prinsip 
keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan 
                                                          
10
 http://www.hajij.com/tafsir-al-quran-surat-al-baqarah-ayat-194-196 di akses tanggal 25 
Mei 2019  
11
  Desmadi Saharuddin, Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah, (Jakarta: 
Kencana, 2015), hlm. 35.  
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pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 
kewajibannya.
12
 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 
mengkaji lebih rinci dan selanjutnya akan dikemukakan dalam bentuk 
skripsi yang berjudul: ANALISIS TERHADAP KLAUSULA BAKU 
GANTI RUGI “MEMECAHKAN BERARTI MEMBELI” 
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Laris Toserba 
dan Swalayan Klaten) 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan Ganti Rugi “Memecahkan Berarti Membeli” 
di Laris Toserba dan Swalayan Klaten ? 
2. Bagaimana analisis terhadap Klausula Baku “Memecahkan Berarti 
Membeli” Menurut  Perspektif Fiqh Muamalah ? 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk menjelaskan terhadap pelaksanaan Ganti Rugi “Memecahkan 
Berarti Membeli” di Laris Toserba dan Swalayan Klaten. 
2. Untuk menganalisis berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah terhadap 
Klausula Baku “Memecahkan Berarti Membeli”. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, penelitian ini di harapkan dapat 
bermanfaat bagi siapapun untuk : 
 
                                                          
12
 Iffaty  Nasyi’ah, “Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar 
Barang (Harga) Perspektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen,” Jurnal Syariah dan 
Hukum, Malang, Vol.6 Nomor 2, 2014, hlm. 120. 
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1. Secara Teoritis 
a.  Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu 
pengetahuan baik secara akademik maupun juga keislaman. 
b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan 
arah penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. 
2. Secara Praktisi 
a. Bagi Konsumen 
Sebagai penjelasan bagi konsumen akan klausula ganti rugi 
menggunakan memecahkan  berarti membeli di dalam dunia bisnis 
terutama pada jual beli supaya tidak ada lagi kesalahpahaman 
antara konsumen dan pelaku usaha. 
b. Bagi Pelaku Usaha 
Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi masalah yang timbul 
akibat perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha agar tidak 
merugikan baik pihak konsumen maupun pelaku usaha. 
c. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 
penambahan wawasan sehingga dapat mendidik kesadaran kita 
dalam bertindak dalam dunia usaha agar tercapai keadilan dan 
kedamaian dalam masyarakat. 
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E. Kerangka Teori 
1. Definisi Klausula Baku 
Pengertian Klausula Baku dibangun berdasarkan pendapat 
sarjana-sarjana hukum yang berkembang dalam doktrin maupun 
tulisan-tulisan yang membahas mengenai hal tersebut. Meski 
demikian, pada dasarnya di kalangan para sarjana hukum tidak 
ditemukan keseragaman pengertian yaitu : 
Menurut Hondius, klausul-klausul baku adalah  usulan klausul-
klausul tertulis yang diajukan untuk ditetapkan tanpa negosiasi terlebih 
dahulu mengenai isinya, di dalam perjanjian-perjanjian umum dengan 
sifat tertentu yang masih harus dibuat dalam jumlah tak tentu.
13
 
Menurut Drooglever Fotuijin merumuskan perjanjian baku 
adalah perjanjian-perjanjian yang sebagian penting dari isinya 
ditentukan oleh sebuah susunan klausul-klausul perjanjian yang telah 
ditetapkan.
14
 
2. Definsi Ganti Rugi 
Ketentuan pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi adalah 
penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 
perikatan. Ganti rugi dapat berupa sebagai pengganti prestasi. Tidak 
setiap kerugian yang diderita kreditur harus diganti oleh debitur. 
                                                          
13
 Miko Susanto Ginting, “Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku dalam 
Perjanjian”, Jurnal Hukum dan Peradilan,  Vol 3, Nomor 3, 2014, hlm. 226. 
14
  Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 66.  
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Pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggung jawab 
atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang 
diserahkan. Dan bagi ada yang melanggar hal tersebut, akan dikenai 
sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.
15
 
3. Definisi Membeli dan Jual Beli 
a. Definisi Membeli 
Dari kata Beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 
memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan 
uang, atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan 
sebagainya).
16
 
b. Definisi Jual Beli  
Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-bai’ 
yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah 
al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu 
dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai’ dalam Arab terkadang 
digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira’ (beli). 
Dengan demikian, kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga 
berarti beli. 
Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli 
yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan 
                                                          
15
 Rahayu Subekti, “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” Jurnal Yustisia, Surakarta, Vol.5 Nomor 2, 2016, hlm. 
383. 
16
https://kbbi.web.id/jualbeli.html  di akses tanggal 30 Januari 2019 
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masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya 
dengan: 
Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar 
saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang 
dapat dibenarkan.
17
 
F. Tinjauan Pustaka 
Nailin Ni’mah M, dalam penelitiannya yang berjudul, Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam Praktik Jual Beli di Toko-
Toko Modern di kota Yogyakarta, dalam skripsi tersebut penyusun 
menggunakan akad jual beli dalam penerapan sistem pelayanan mandiri di 
toko modern bertujuan untuk memberi kebebasan dalam melakukan 
transaksi jual beli. Kebebasan tersebut terkait dengan hak untuk memilih 
dan memutuskan barang yang hendak dibeli. Selain itu, keamanan dan 
kenyamanan juga diperhitungkan, berupa peningkatan mutu pelayanan 
bagi konsumen. Salah satunya dengan penjualan barang secara eceran. 
Artinya toko modern menjual barang dengan menggunakan model display 
(tampilan). Pengaturan tata letak barang disesuaikan menurut jenisnya. 
Adanya keberagaman jenis barang yang dijual di toko modern 
memberikan implikasi bahwa setiap barang memiliki standarlisasi yang 
berbeda. Masalah yang timbul dari klausula baku disini adalah dengan 
penggunaan pernyataan “barang yang sudah dibeli tidak dapat 
dikembalikan”. Kecenderungan masyarakat yang semakin sedikit memiliki 
                                                          
17
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 
2010), hlm. 67. 
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waktu menjadi salah satu factor pendukung adanya kebiasaan penerapan 
klusula baku.
18
  
Alfan Fairuz Syifa’, dalam penelitiannya yang berjudul,  
Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian 
Baku Jasa Laudry di Papringan Sleman Yogyakarta, penyusun 
menggunakan Klausula Eksonersi yaitu perjanjian sepihak yang dibuat 
oleh pelaku usaha supaya meminimalisir kerugian yang ditanggung oleh 
pelaku usaha yang pindah bebankan kepada konsumen. Dalam skripsi ini 
apabila konsumen tidak setuju dengan adanya perjanjian ini maka ia tidak 
akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula 
baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. perjanjian ini dicantumkan 
dalam nota pembayaran yang isinya seperti kerusakan/luntur pakaian 
dalam proses pencucian adalah resiko konsumen, laundry yang tidak 
diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal selesai diluar tanggung 
jawab kami, pengaduan dapat diterima maksimal 24 jam sejak cucian 
diserahkan kepada konsumen, bila terjadi kehilangan pakaian setelah 
meninggalkan outlet bukan tanggung jawab kami. Adanya pencantuman 
klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha pada nota pembayaran 
laudry ini membuat konsumen tidak memiliki pilihan. 
19
 
                                                          
18
 Nailin Ni’mah M, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam Praktik 
Jual Beli di Toko-Toko Modern di kota Yogyakarta”. Skripsi.UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 
2016 
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 Alfan Fairuz Syifa’. “Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Eksonersi dalam 
Perjanjian Baku Jasa Laundry di Papringan Sleman Yogyakarta”, Skripsi, UIN Sunan 
Kalijaga.Yogyakarta. 2016  
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Fabian Fadhly, dalam penelitiannya yang berjudul, Ganti Rugi 
Sebagai Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Produk Cacat. Ganti 
Rugi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memberikan 
perlindungan bagi konsumen terhadap produk cacat yang diproduksi oleh 
pelaku usaha. Oleh sebab itu, tulisan ini mengkaji mengenai ganti rugi 
serta bentuknya akibat produk cacat sebagai upaya perlindungan bagi 
konsumen. Pendekatan normatif yuridis dengan deskriptif analitis 
merupakan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Produsen 
mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada 
konsumen, akibat menggunakan atau mengkonsumsi produk cacat, dengan 
memperhatikan kerugian nyata dan yang dapat diduga, dan 
mempertimbangkan kewajiban konsumen yang menjadi hak produsen 
telah dilaksanakan. Bentuk ganti rugi yang diberikan kepada konsumen 
berupa uang karena sifatnya yang praktis.
20
 
Fikri Fardhian, dalam penelitiannya yang berjudul, Tinjauan 
Yuridis Terhadap Klausula Baku pada Perjanjian Pengiriman Barang 
oleh PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (PT.CV TIKI) Menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat 
beberapa klausula-klausula yang bertentangan dengan undang-undang 
perlindungan konsumen, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUPK, pelaku 
usaha juga wajib menyesuaikan klausula baku yang memenuhi unsur-
                                                          
20
 Fabian Fadhly. “Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat 
Produk Cacat”, Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. 2013 didownload pada 29 
September 2018 
13 
 
 
 
unsur tersebut sesuai dengan ketentuan di UUPK. Oleh karena itu secara 
substantif terdapat klausula-klausula yang batal demi hukum dan perlu 
disesuaikan dengan ketentuan UUPK, dan secara teknis, menurut penulis 
seluruh klausula-klausula tersebut batal demi hukum dan harus dilakukan 
penyesuaian sesuai dengan ketentuan pada UUPK.
21
 
Riri Triani, dalam penelitiannya yang berjudul,  Telaah Ganti Rugi 
Akibat Klausula “Pecah Berarti Membeli” dalam Perspektif Hukum Islam 
(Studi pada Mitra Bangunan Supermarket KM. 7,5 Palembang) pada 
penelitian nya, pencantuman Klausula Baku tersebut digunakan untuk 
melindungi barang/jasa yang diperjual belikan oleh pelaku usaha agar 
tidak terjadi kerugian dalam dunia bisnis. Lalu konsumen yang merusak 
barang tersebut dapat melakukan ganti rugi berdasarkan kesepakatan 
bersama antara kedua belah pihak.  Di skripsi ini bersifat deskriptif-
analitik yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, 
sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu 
disimpulkan.
22
 
Pada skripsi yang dibuat oleh Riri Triani penulis ingin 
menyampaikan perbedaan-perbedaan mendasar dari skripsi penulis dan 
saudari Riri Triani yaitu : 
                                                          
21
 Fikri Fardhian.“Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku pada Perjanjian Pengiriman 
Barang oleh PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (PT.CV TIKI) Menurut Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Universitas Indonesia. Depok. di 
download pada tanggal 29 September 2018 
22
 Riri Triani.“Telaah Ganti Rugi Akibat Klausula “Pecah Berarti Membeli” dalam 
Perspektif Hukum Islam (Studi pada Mitra Bangunan Supermarket KM. 7,5 Palembang)”, Skripsi, 
UIN Raden Fattah Palembang. Palembang. 2017 di download pada 29 September 2018 
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1. Pada skripsi Riri Triani adanya toleransi pada konsumen apabila 
barang yang dipecahkan tidak lebih dari Rp 10.000 maka tidak 
diharuskannya melakukan penggantian. Sedangkan pada skripsi yang 
penulis ajukan tidak terdapat toleransi oleh pelaku usaha atas barang 
yang dipecahkan oleh konsumen sehingga konsumen wajib membayar 
100% dari harga jual barang tersebut. 
2. Pada skripsi Riri Triani ganti rugi tersebut studi kasusnya di Mitra 
Bangunan Supermarket Palembang, sedangkan pada penulisan ini studi 
kasusnya di Laris Toserba dan Swalayan Klaten. 
3. Pada skripsi Riri Triani berdasarkan Perspektif Hukum Islam, 
sedangkan pada skripsi penulis berdasarkan Perspektif Fiqh 
Muamalah.  
G. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 
lapangan, yang dilihat berdasarkan fakta atau kejadian yang 
sesungguhnya yang terjadi di lapangan. 
2. Lokasi penelitian 
Penulis menggambil penelitian ini di Laris Toserba dan Swalayan 
Klaten, yang karena penelitian ini bersifat field research (penelitian 
lapangan) maka langsung meneliti ke tempat yang dijadikan objek 
penelitian. 
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3. Sumber Data 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis 
membaginya kedalam dua bagian yaitu : 
a. Data primer 
Data primer merupakan sumber penelitian langsung pada subyek 
atau proses yang terjadi di lapangan sebagai sumber informasi yang 
diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa 
wawancara dengan informan. 
b. Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang 
dan melengkapi suatu analisa. Dalam penelitian ini yang dijadikan 
sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan 
melengkapi wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah 
ada. 
4. Teknik pengumpulan data 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Yaitu teknik pengumpulan data dalam metode survey yang 
digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 
bercakap-cakap/mengajukan pertanyaan dan berhadap muka 
16 
 
 
 
dengan orang yang dipandang bisa memberikan informasi kepada 
peneliti.
23
 
Teknik wawancara dilakukan jika penelitian memerlukan 
komunikasi atau hubungan dengan responden, yaitu pelaku usaha 
oleh Supervisor dan Merchendise Display dan konsumen di Laris 
Toserba dan Swalayan Klaten. Wawancara dilakukan dengan 
tertulis maupun lisan. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan 
melalui tatap muka. 
b. Dokumentasi 
Adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, 
seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 
teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan 
dengan masalah penelitian. 
c. Teknik Analisis Data  
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisa deksriptif kualitatif yaitu mengkaji dan mengaitkan 
data-data yang diperoleh guna mendapatkan kejelasan yang 
dibahas, kemudian dipaparkan dalam bentuk penjelasan. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika pada penyusunan penelitian kualitatif lapangan ini 
mengacu terhadap panduan penulisan proposal dan skripsi Fakultas 
                                                          
23
 Syaifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet V, 2004) 
hlm. 14. 
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Syariah yaitu terdiri dari lima bab, di mana pada masing-masing bab 
terdapat beberapa sub bab yaitu:  
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI KLAUSULA BAKU, 
GANTI RUGI DAN JUAL BELI 
Pada bab ini akan dibahas tentang tinjauan umum tentang Pengertian 
Klausula Baku, Asas-asas Perjanjian Islam, Pengertian Ganti Rugi, Unsur-
unsur Ganti Rugi, Ganti Rugi menurut Hukum Islam, Syarat-syarat Ganti 
Rugi, Jenis-jenis Ganti Rugi, Pengertian Jual Beli dalam Islam, Rukun dan 
Syarat Jual Beli dalam Islam, Bentuk-bentuk Jual Beli yang dilarang 
dalam Islam, Prinsip Jual Beli, Manfaat dan Hikmah Jual Beli. 
BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI LARIS TOSERBA DAN 
SWALAYAN KLATEN DAN PELAKSANAAN KLAUSULA BAKU 
GANTI RUGI “MEMECAHKAN BERARTI MEMBELI” 
Pada bab ini merupakan gambaran umum mengenai Laris Toserba dan 
Swalayan Klaten dan uraian hasil penelitian yang dilakukan penelitian di 
lapangan. Hasil laporan ini meliputi pelaksanaan  ganti rugi “Memecahkan 
Berarti Membeli” atas klausula baku di Laris Toserba dan Swalayan 
Klaten dan hasil wawancara antara pelaku usaha dan konsumen. 
18 
 
 
 
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KLAUSULA BAKU GANTI 
RUGI “MEMECAHKAN BERARTI MEMBELI” PERSEKTIF 
FIQH MUAMALAH 
Pada bab ini merupakan Analisa Fiqh Muamalah terhadap klausula baku 
“Memecahkan Berarti Membeli” yang meliputi: Analisa terhadap 
pelaksanaan klausula baku ganti rugi “Memecahkan Berarti Membeli” 
persepktif Fiqh Muamalah. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini merupakan yang terakhir dari pembahasan skripsi ini yang 
berisi kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI MENGENAI KLAUSULA BAKU, GANTI RUGI DAN 
JUAL BELI 
A. Klausula Baku 
1. Pengertian Klausula Baku Menurut Hukum Positif 
Sehubungan dengan standar kontrak adalah penggunaan 
klausula baku dalam transaksi konsumen.
1
 Yang dimaksud dengan 
klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen adalah : 
Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-
syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara 
sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen 
dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh 
konsumen.
2
 
Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat 
sejumlah larangan penggunaan klausula baku dalam (standar) kontrak, 
yaitu sebagai berikut : 
1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 
perjanjian apabila :  
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;3 
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 
kembali barang yang dibeli konsumen; 
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/jasa yang 
dibeli oleh konsumen; 
                                                          
1
 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti, 2010), hlm. 25 
2
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, hlm. 3. 
3
 Ibid., hlm. 12.  
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d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku 
usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan 
barng yang dibeli oleh konsumen; 
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang 
atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat 
jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi 
objek jual beli jasa; 
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang 
berupa aturan baru, tambahan lanjutan dan/atau pengubahan 
lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa 
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 
usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak 
jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara 
1212angsuran. 
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak 
atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, 
atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. 
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha 
pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal 
demi hukum. 
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang 
betentangan dengan undang-undang ini.
4
 
Dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
di atas, larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua 
hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang 
menggunakan standar kontrak yang memuat klausula-klausula yang 
tidak adil. Sedangkan dari segi penulisannya, klausula-klausula itu 
harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat 
dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen. 
5
 
Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya 
lebih kuat, yang dalam kenyataan biasanya dipegang oleh pelaku 
                                                          
4
  Ibid., hlm. 13. 
5
 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia…., hlm. 27. 
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usaha. Isi klausula baku sering kali merugikan para pihak yang 
menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat 
secara sepihak. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering 
setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokan. Bagi para 
pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi 
yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi 
konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan 
karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima walaupun 
dengan berat hati. 
6
 
2. Pengertian Klausula Baku Menurut Para Ahli 
Adapun menurut para ahli hukum klausula baku di definisikan sebagai 
berikut: 
a. Syahdeini, perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu kenyataan 
yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat.
7
 
b. Pitlo menggolongkan klausula baku sebagai perjanjian paksa 
(dwang contract). Walaupun secara teoretis yuridis, klausula baku 
tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan ditolak 
keberadaannya sebagai perjanjian oleh beberapa ahli hukum, 
namun kenyataannya kebutuhan masyarakat terhadap klausula 
baku berjalan ke arah yang berlawanan dengan keinginan hukum. 
c. Ahmadi Miru berpendapat bahwa perjanjian baku merupakan 
perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatanginya, 
                                                          
6
  Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen…, hlm. 66. 
7
 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia…,  hlm. 25. 
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walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam 
perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung jawab dari 
pihak perancang klausula baku kepada pihak lawannya. Namun 
setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap 
ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung jawab 
berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula 
tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
8
 
3. Karakteristik Klausula Baku 
Menurut Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula 
baku sebagai berikut : 
a. Klausula dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif 
lebih kuat daripada konsumen. 
b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan 
Klausula. 
c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal. 
d. Konsumen terpaksa menerima klausula karena didorong oleh 
faktor kebutuhan.
9
 
Suatu perjanjian harus memuat bebarapa aspek ketentuan bagi 
para pihak. Kesetaraan dalam hukum Islam terwujud dengan 
terlaksananya keadilan, tidak terdapat unsur garar dan terpenuhinya 
                                                          
8
  Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen…, hlm. 77. 
9
 M. Roji Iskandar, “Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah”…, hlm. 205. 
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hak-hak yang seharusnya diperoleh pihak-pihak yang terlibat dalam 
perjanjian. Selain itu, hukum perjanjian umum menganut sistem 
terbuka, yaitu dengan memberikan kebebasan  yang berisi apa saja, 
asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 
10
 
4. Asas-asas Perjanjian Dalam Islam 
Dalam kaitannya dengan perjanjian Islam, Fathurahman Djamil 
mengemukakan enam asas, yaitu :
11
 
a. Asas Ilahiah  
Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput 
dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-
Hadid : 4 yaitu : 
 …                     
                         Artinya: 
… Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
12
 
Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan-perbuatan 
perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. 
Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. 
Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak 
kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada 
                                                          
10
 Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam…, 
hlm. 165. 
11
 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 
hlm. 30.  
12
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya…, hlm. 538. 
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Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan dapat berbuat 
sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan 
mendapatkan balasan dari Allah SWT. 
b. Asas Kebebasan (Al-Ḥuriyah) 
Menurut Faturrahman Djamil, bahwa “Syariah Islam 
memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad 
sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat 
hukumnya adalah ajaran agama.” 13 Dasar hukumnya yaitu dalam 
QS. Al-Maidah : 1 yang berbunyi : 
               ... 
  Artinya: 
  Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji…14 
c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah) 
Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk 
melakukan sebuah perjanjian. Dalam melakukan perikatan ini, para 
pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan 
pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu 
kezaliaman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Dalam QS. 
Al-Hujuraat : 13, Allah Swt., berfirman : 
                                  … 
                                                          
13
 Fatturahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan 
oleh Mariam Darus Badzrulzaman, sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dkk, Hukum 
Perikatan Islam di Indonesia…, hlm. 31.  
14
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya…., hlm. 106.  
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Artinya : 
Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 
mengenal…15 
d. Asas keadilan (Al-„Adalah) 
Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan 
antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, 
antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan 
lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.
16
 Dalam asas ini, 
para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar 
dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian 
yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. 
Dasar hukumnya yaitu pada QS. Al-Baqarah: 177, Allah Swt., 
berfirman : 
  …                                 
                   
Artinya: 
…Dan orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan 
orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa 
                                                          
15
 Ibid., hlm. 517.  
16
 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, diterjemahkan 
oleh Didin Hafidhuddin, dkk, sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan 
Islam di Indonesia…, hlm. 34.  
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peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka 
itulah orang-orang yang bertakwa.
17
 
  Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh 
karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap 
adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga 
dengan kezaliman. 
e. Asas Kerelaan (Ar-Riḍā) 
Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, 
perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun 
penipuan. Perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau 
sukarela Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad 
baik dari para pihak. Seperti pada QS. An-Nisa : 29, Allah Swt., 
berfirman : 
                         
      … 
Artinya : 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 
suka di antara kamu….18 
 
 
 
                                                          
17
 Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya…, hlm. 27.  
18
 Ibid.., hlm. 83.  
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f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Ṣidq) 
Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh 
manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam 
pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam 
perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. 
Muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi 
para pihak yang melakukan perjanjian dan lingkungannya, jika 
mendatangkan kemudharatan adalah dilarang. Dalam QS. Al-
Ahzab: 70, bahwa Allah berfirman : 
                        
  Artinya: 
  Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada 
Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
19
 
g. Asas tertulis (Al-Kitābi) 
Dalam QS. Al-Baqarah:282-283, disebutkan bahwa Allah 
menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan 
dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi-saksi dan diberikan 
tanggung jawab individu untuk melakukan perikatan dan yang 
menjadi saksi. 
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 Ibid., hlm. 427.   
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B. Ganti Rugi 
1. Pengertian Ganti Rugi Menurut Hukum Positif 
Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, 
sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian 
(hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang 
dapat juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut 
dan orang yang menimbulkan kerugian itu. 
Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : 
Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 
pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 
Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Perlindungan 
Konsumen memberikan pedoman tentang jumlah, bentuk atau 
wujud ganti kerugian, yaitu :
20
 
a. Pengembalian uang; atau 
b. Penggantian barang dan/jasa sejenis atau setara nilainya; atau 
c. Perawatan kesehatan; dan/atau 
d. Pemberian santunan; sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Pengertian Ganti Rugi Menurut Ahli 
Subekti menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan: 
Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-
nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, rugi adalah kerugian 
                                                          
20
  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, hlm. 14.  
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karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang 
diakibatkan oleh wanprestasi debitur, dan bunga adalah keuntungan 
yang diharapkan akan diperoleh kreditur kemudian hari seandainya 
debitur melaksanakan kewajibannya dengan baik.
21
 
Menurut Nieuwenhuis, ganti rugi adalah berkurangnya harta 
kekayaan pihak yang satu disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau 
membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.
22
 
3. Pengertian Ganti Rugi Menurut Hukum Islam 
Dalam Al-Fikih Mu‟amalah jaminan ganti rugi dapat dikatakan 
juga sebagai Al-Ḍamān yang terbagi menjadi dua macam :23 
a. Al-Ḍamān dengan maksud ganti rugi, sebagaimana yang terdapat 
dalam Majallah al-Aḥkām al-„Adliyah, yaitu suatu bentuk 
penyarahan harta benda pada orang lain, apabila harta tersebut 
berupa al-miṡali, maka yang harus diserahkan adalah harta al- al-
miṡali pula,akan tetapi apabila berupa al-qiymiy, maka keharusan 
mengembalikan juga dalam bentuk al-qiymiy. Adapun menurut al-
Syaukâny adalah pemberian ganti rugi dari suatu hal yang yang 
rusak atau lenyap. Dalam berbagai mazhab fikih jaminan ganti 
rugi tidak hanya diberikan sebatas pada kerugian harta benda saja, 
akan tetapi juga terhadap semua bentuk kerugian, seperti kerugian 
yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan yang diharapkan, 
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  Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia…, hlm.103.  
22
http://www.negarahukum.com/hukum/ganti-kerugian.html di akses pada tanggal 30 
September 2018 
23
 Desmadi Saharuddin, Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah…, hlm. 34.  
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kerugian pihak ketiga, kerugian karena kecurian, kerugian yang 
berkaitan dengan hak, dan lain-lainnya. 
b. Al-Ḍamān dengan maksud tanggung jawab (al-kafala), 
sebagaimana yang didefinisikan dalam mazhab Mâliki, 
“Menimpakan suatu tanggung jawab pada orang lain dengan 
alasan yang benar”. Adapun al-kafala dengan arti al-ḍamān 
terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu : kafala bi al-dain, kafala bi al-
„ain dan kafala bi al-nafs.  
Adapun yang terpaksa melakukan tindakan kejahatan 
terhadap harta orang lain dan menimbulkan kerugian, pelakunya 
tetap harus bertanggung jawab membayar kerugian tersebut. Akan 
tetapi jika keterpaksaan itu dapat mengancam keselamatannya 
apabila tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan kepadanya, 
maka kerugian ditanggung oleh orang yang memaksa, hal ini 
disepakati oleh semua ulama mazhab kecuali mazhab al-Zahiry 
yang mengatakan  bahwa tidak ada keharusan memberikan ganti 
rugi terhadap pelaku kejahatan yang dipaksa oleh orang lain 
walaupun paksaan itu tidak mengancam keselamatannya, akan 
tetapi al-Zahiry sepakat bahwa seseorang yang memaksa orang 
lain disertai ancaman atas keselamatan jiwanya harus bertanggung 
jawab memberikan ganti rugi yang ditimbulkan oleh pelaku.
24
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Dalam al-Quran bertanggung jawab memberikan ganti 
rugi merupakan pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut 
bukan orang lain, melainkan kerugian yang ditimbulkan oleh 
pelaku yang dipaksa oleh orang lain, kewajiban memberikan ganti 
rugi berpindah kepada si pemaksa. Hal ini dikarenakan perbuatan 
bahaya itu secara tidak langsung dilakukan oleh pemaksa tersebut. 
Jika pelaku hanya diperintah dan tanpa ada paksaan sama sekali, 
maka seluruh kerugian yang timbul merupakan tanggung 
jawabnya tanpa melibatkan orang yang memerintahkan perbuatan 
tersebut. Hal ini disebabkan karena pelaku bisa melakukan pilihan 
antara melaksanakan perintah atau meninggalkannya. Tetapi 
apabila perintah itu datang dari penguasa setempat, di mana 
menurut kebiasaan tidak ada hukuman bagi orang yang 
melanggarnya maka pelaku wajib bertanggung jawab apabila ia 
melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.
25
 
4. Unsur-Unsur Ganti Rugi 
Mengenai ganti rugi yang dapat dituntut, undang-undang (Pasal 
1248 KUH Perdata) menyebutkan unsur-unsurnya berupa : 
a. Biaya (Kosten) segala pengeluaran (biaya) yang nyata-nyata sudah 
dikeluarkan, misalnya biaya cetak iklan, sewa gedung, dan lain-
lain; 
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 Ibid.,  
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b. Rugi (schadein) ialah kerugian karena kerusakan barang milik 
kreditur akibat kelalaian debiturnya, misalnya ayamyang dibeli 
mengandung penyakit menular, sehingga ayam milik pembeli atau 
kreditur mati karenanya; 
c. Halnya keuntungan (interessen) ialah kerugian yang berupa 
hilangnya keuntungan yang diharapkan. Misalnya, dalam jual beli 
jika barang itu sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari 
modal, kemudian pembeli (debitur) lalai (batal membelinya), maka 
kelebihan dari modal itu yang dituntut oleh penjual atau kreditur.
26
 
5. Syarat-Syarat Ganti Rugi 
Untuk dapat menuntut ganti rugi yang disebabkan oleh 
perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi beberapa syarat, 
yaitu : 
a. Ada suatu perbuatan melawan hukum; 
b. Ada kesalahan; 
c. Ada kerugian; 
d. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan.27 
6. Jenis-Jenis Ganti Rugi 
Adapun jenis-jenis ganti rugi sebagai berikut: 
a. Kerugian atau kerusakan yang terjadi pada harta benda yang halal 
menurut hukum syariah harus diberikan ganti rugi. Oleh karena 
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  I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 21. 
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itu, tidak diwajibkan mengganti kerugian yang terjadi pada 
bangkai, khamar, babi dan lain-lain yang diharamkan oleh syariah. 
b. Harta benda yang harus diberikan ganti rugi yaitu harta yang 
dipelihara dan dilindungi oleh pemiliknya, tidak ada kewajiban 
memberikan ganti rugi pada harta atau apapun yang tidak 
dilindungi oleh pemiliknya.  
c. Harta benda yang mengalami kerusakan yaitu harta yang layak 
untuk diberikan ganti rugi, tidak ada pemberian ganti rugi pada 
harta yang tidak layak untuk diganti.  
d. Pemberian ganti rugi terhadap keuntungan yang hilang dibatasi 
dalam bentuk-bentuk kewajaran, karena keuntungan yang diluar 
batas kewajaran merupakan sesuatu yang tidak pasti dan besar 
kemungkinan sulit dicapai oleh pemiliknya.  
e. Harta benda yang disimpan bukan pada tempatnya dan di luar 
wilayah kekuasaan/wewenang pemiliknya tidak diwajibkan 
memberikan ganti rugi. 
28
 
C. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam 
a. Jual Beli secara Bahasa 
Jual beli atau dalam bahasa Arab al-bai‟ artinya 
memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling 
mengganti. Dengan makna dasarnya yaitu menjual, mengganti dan 
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 Desmadi Saharuddin, Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah…, hlm. 41.  
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menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dalam praktiknya 
bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni 
kata as-syira‟ (beli). Maka kata al-bai‟ berarti jual, tetapi sekaligus 
juga beli.
29
 
Sebagian Fuqaha mengatakan bahwa jual beli ialah 
pertukaran harta benda dengan harta benda. Yang dimaksud harta 
(māl) barang yang berharga atau bernilai termasuk mata uang.30 
a. Jual beli secara Istilah 
Adapun makna bai‟ (jual beli) menurut istilah ada beberapa 
definisi salah satunya adalah yang disampaikan oleh Syaikh Al-
Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa: “Akad saling mengganti 
dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu 
benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan 
untuk bertaqarrub kepada Allah.”  
Di kalangan Ulama‟ Hanafi terdapat dua definisi, jual beli 
adalah:
31
 
1) Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. 
2) Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan 
melalui cara tertentu yang bermanfaat. 
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  M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah…, hlm. 53. 
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 Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 
hlm. 45. 
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Definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah 
menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus 
merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual 
beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus 
ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, 
kecuali jika dikatakan: “Akad yang mempunyai sifat saling tukar 
menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.” 
2. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli 
a. Menurut Al-Quran : 
1) QS. Al-Baqarah: 275 
اَوا ْو َب ِّرل أ َم َّرَحَو َعْي َبْل أ ُللهأ َّلَح     … 
Artinya:  
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
32
 
2) QS. Al-Baqarah: 198 
                         
                      
         
Artinya: 
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak 
dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah SWT di Masy‟aril 
haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah 
sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan kamu 
sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.
33  
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Ayat ini muncul saat menceritakan tentang orang 
Jahiliyah Arab. Sebelum mereka masuk Islam, sudah menjadi 
kebiasaan mereka apabila mereka melakukan haji sekaligus 
juga melakukan perniagaan. Kemudian ketika mereka masuk 
Islam, banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang 
keabsahan haji yang dilaksanakan bareng-bareng dengan 
perniagaan. Rasulullah menegaskan bahwa boleh 
melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji, asalkan 
tidak melupakan esensi dari ibadah haji. Hal ini menegaskan 
bahwa jual beli merupakan hal yang sah dan mulia.
34
 
3) QS Al-Nisa‟: 29 
                         
                        
Artinya: 
Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara 
kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
35
 
b. Menurut Al-Hadist  
1) Hadist dari Rifa‟ah ibn Rafi‟ r.a. 
 ُّىَا : َلِئُس َمَلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَلَص َبَِنلا ََنا ُوْنَع ُللها َىِضَر ٍعِفَار ِنْب َةَعَاِفر ْنَع
 ٍرْوُر ْ بَم ٍعْي َب ُلَُكو ِهِدَِيب ِلُجَّرلا ُلَمَع َلَاق ؟ ُبَيَْطا ِبْسَكْلا 
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 ُهاَوَر()ُمِك َالحْا ُوَحَحَصَو ُرَاز َبْلا  
Artinya: 
Bahwasanya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apa 
yang paling baik? Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang 
dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” 
(HR. al-Bazzâr dinyatakan sahih oleh al-Hâkim)
36
           
2) Hadist dari Riwayat Bukhari dari hadist Abu Hurairah, ia 
berkata, “Rasulullah Saw bersabda: 
.ُوَع َْنَيََْوأ ُوَيِطْع ُي َف اًدَحَأ َلَأْسَي ْنَأ ْنِم ٌر ْ يَخ ِِهرْهَظ ىَلَعًةَمْزُح ْمُُكدَحَأ َبِطَتَْيَ ْنًَلَ 
)ىراخبلا هاور)  
Artinya: 
Sungguh seseorang di antara kamu kalian mengumpulkan kayu 
bakar serikat (yang dipanggul) di atas punggungnya adalah  
lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang sehingga 
bisa jadi dia diberi ataupun tidak diberi. (H.R. Bukhari)
37
 
Hadist tersebut memberikan isyarat kepada kita tentang 
kewajiban manusia untuk bekerja dalam kehidupan di dunia 
ini. Oleh karena itu, tidak boleh ia melalaikan dalam mencari 
harta atau rezeki dengan menggantungkan pemberian orang 
lain sebagaimana halnya tidak boleh menganggap remeh 
pekerjaan, baik pekerjaan itu mulia maupun rendah/hina.
38
 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah:
39
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a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 
b. Sigḥāt (lafal ijab dan qabul) 
c. Barang yang dibeli 
d. Nilai tukar pengganti barang 
Disamping rukun ada pula syarat-syarat dari jual beli yaitu sebagai 
berikut: 
a. Syarat-syarat orang yang berakad („āqid) 
1) Berakal („āqil)40 agar tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh 
tidah sah jual belinya.
41
 
2) Dapat membedakan (tamiyz)42 
3) Kehendak pribadi. Maksudnya bukan atas paksaan orang lain. 
Jika salah satu di antara mereka terpaksa, maka akad jual beli 
itu tidak sah. 
4) Tidak mubazir, sebab harta orang yang mubazir itu ditangan 
walinya. 
Firman Allah swt: 
 ُمُكَلاَوَْما َّءاَهَف ُّسلااُوت ْؤ ُت َلََو اَه ْ يِف ْمُىْو ُُقزْراَّواًمَيِق ْمُكَل ُللها َلَعَج ِْتَِّلا    
Artinya: 
Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 
belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 
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kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 
kehidupanmu, berilah mereka belanja... (An-Nisa‟:5)43 
5) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang 
belum berumur tapi sudah mengerti sebagian ulama 
memperbolehkan. Karena jika tidak diperbolehkan akan 
menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam 
sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang 
mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.
44
 
b. Syarat-syarat Sigḥāt akad  
Menurut ulama, lāfaż harus memenuhi syarat :45 
1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu 
keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum 
berselang lama. 
2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz 
keduanya berlainan. 
3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti 
katanya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.” 
4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu-seperti sebulan atau 
setahun-tidak sah. 
                                                          
43
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya…, hlm.77. 
44
 Masjupri, Buku Daras (Fiqh Muamalah)…, hlm. 98. 
45
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Muslim), (Bandung: Sinar Baru 
Algensindo,2018), hlm. 282. 
40 
 
 
 
5) Dalam satu Majelis artinya tidak ada yang memisahkan 
keduanya atau dilakukan dalam satu majelis, artinya antara 
penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama. 
46
 
c. Syarat-syarat barang yang dibeli 
Adapun syaratnya yaitu :
47
 
1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan 
uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang 
belum disamak.  
Dari Jabir bin Abdullah: 
 َللها َّنِإَة ََّكبِ َوُىَو ِحْتَفْلا َماَع ُلْوُق َي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َلْوُسَر َع َِسَ ُوََّنأ
 َتَْيَأَرأ ِللها َلْوُسَرَاي َلْيِقَف ِماَنْصَلَْاَو ِرِْيزِْنْلْاَو ِةَتْيَمْلاَو ِرَْمْلْا َعْي َب َمَّرَح ُوَلْوُسَرَو
 ِةَتْيَمْلا َمْوُحُش  ُساَّنلاَاِبِ ُحِبْصَتْسَيَو ُدْوُُلْلْاَاِبِ ُنَىُْديَو ُنُف ُّسلاَاِبِ ىَلُْطي اَهَّ نَِإف
   ُللها َلَتَاق َكِلَذ َدْنِع َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُلْوُسَر َلَاق َُّثُ ٌمَارَحَوُىَلَ َلاَق َف 
 ََجاَهَمْوُحُش َمَّرَحا َّمَل َللها َّنِإَدْوُه َيْلا                       وََنَثَاْوُلَكََأف ُهْوُعَاب ُّثُ ُهْوُل  
                                                     )ٌمِلْسُم َو ُِىراَخُبْلا ُهاَوَر( 
Artinya: 
Bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah Saw bersabda 
ketika penaklukan kota Makkah, sedang beliau berada di 
Makkah, „Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah 
mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala, 
„Lalu dikatakan, „Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu 
tentang lemak bangkai karena dia dipakai untuk mengecat 
perahu, membersihkan kulit dan manusia menjadikannya 
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bahan penerangan? „Beliau bersabda, “Tidak, dia tetap 
haram.‟ Kemudian beliau bersabda saat itu, „Semoga Allah 
melaknat Yahudi tersebut, karena Allah telah mengharamkan 
lemak bangkai kepada mereka, lalu mereka mencairkannya, 
kemudian mereka menjualnya, sehingga mereka makan 
harganya‟. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)48 
2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada 
manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal 
itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta 
yang terlarang dalam Kitab Suci. 
Allah Swt berfirman: 
                            
Artinya: 
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan 
dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya  
(Al-Isra‟: 27)49 
3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang 
yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya 
ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan 
yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab 
semua itu mengandung tipu daya (kecohan). 
 ْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُلْوُسَر ىَه َن : َلَاق ُوْنَع ُللها َيِضَر ََةر ْيَرُى ِبَِأ ْنَع ْنَع َمَّلَسَو ِو
)ملسم هاور( . ِرَرغْلا ِعْي َب ْنَعَو ِةاَصَلحْا ِعْي َب 
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Artinya: 
Dari Abu Hurairah. Ia berkata, „Rasulullah SAW. telah 
melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar-
melempar) dan jual-beli yang mengandung tipuan.  
(HR. Muslim)
50
 
4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan 
yang diwakilinya, atau yang mengusahakan. 
Sabda Rasulullah Saw: 
 َلَ :َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِّبَِّنلا ِنَع ِه ِّدَج ْنَع ِوِْيَبأ ْنَع ٍبْيَعُش ِنْبَِورْمَع ْنَع
 َمْيِف َّلَإ َق َلََط )ىذمترلاو دوادوبأ هاور( . ُكِْلَتَ اَمْيِف َّلَِإ َعْي َب َلََو ُكِْلَتَ ا  
Artinya: 
Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi 
SAW. beliau bersabda, „Tidak ada talak (tidak sah), melainkan 
pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada 
memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, 
dan tidak ada (tidak sah) berjual-beli, melainkan pada barang 
yang engkau miliki. (Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi).
51
 
5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, 
bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara 
keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. 
d. Syarat yang berakaitan dengan nilai tukar pengganti barang. 
Ulama Fiqh mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut: 
1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas 
jumlahnya. 
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2) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun secara 
hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. 
Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu 
pembayarannya pun harus jelas. 
3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang 
dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh 
syara‟ seperti babi dan khamar, karena kedua jenis ini tidak 
bernilai dalam pandangan syara‟. 
Persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya secara 
keseluruhan dari syarat-syarat itu harus dipenuhi untuk sahnya 
suatu transaksi. Syarat-syarat tersebut telah sejalan dengan prinsip 
„an tarāḍin yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. 
Bila tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang 
terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan 
termakan harta orang lain secara tidak hak.
52
 
4. Prinsip-prinsip Jual Beli 
Adapun aktivitas jual beli disini dimaksudkan agar sesuai dengan 
prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, prinsip-prinsip tersebut adalah :
53
 
a. Prinsip suka sama suka („an tarāḍin) 
Pada prinsip ini menunjukkan bahwa segala aktivitas jual beli tidak 
boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, 
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dan praktik lain yang menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan 
kejujuran dalam transaksi ekonomi. 
b. Takaran dan timbangan yang benar. 
Hal ini sangat diutamakan dan ditekankan umat Islam dalam 
aktivitas jual beli yang dilakukan. 
c. Iktikad baik 
Hal ini dilakukan karena iktikad baik dalam transaksi bisnis 
merupakan hakikat dari bisnis. 
5. Jual Beli Yang Diharamkan 
Jual beli yang diharamkan ada 4 (empat) yaitu :
54
 
a. Jual beli yang dilarang dengan sebab yang berakad (penjual dan 
pembeli) adalah: 
1) Jual beli orang gila dan sedang mabuk 
2) Jual beli anak kecil baik yang sudah tamyiz maupun tidak, 
sampai baligh. 
Sayyid Sabiq syarat sah jual beli adalah berakal dan tamyiz 
oleh karena itu tidak sah jual beli orang gila, yang sedang 
mabuk dan anak kecil yang belum tamyiz. 
55
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                              
    … 
Artinya : 
Dan ujialah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur 
untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka 
telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah 
kepada mereka hartanya… (An-Nisa‟: 6).56 
3) Jual beli terpaksa 
Jumhur fuqaha mensyaratkan agar orang yang 
melakukan akad memiliki kebebasan kehendak dalam 
menjualbelikan barangnya. Apabila dia dipaksa agar menjual 
hartanya tanpa alasan yang hak maka jual beli tersebut tidak 
sah.
57
 Dalilnya adalah firman Allah Swt.,  
                         
                        
Artinya: 
 
Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 
diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.  
(QS. An-Nisa‟:29)58 
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4) Jual beli di tahjir (orang yang ditahan hartanya). 
Ditahjir yaitu orang yang dilarang untuk mengelola dan 
membelanjakan hartanya. Seperti orang yang bodoh atau 
karena ada bagian orang lain seperti orang yang punya hutang, 
orang yang bodoh yang boros tidak sah jual belinya. Begitu 
juga orang yang bangkrut yang punya hutang tidak 
diperbolehkan membelanjakan hartanya karena padanya ada 
hak-hak kreditur. 
5) Jual beli taljiah (berlindung) 
Seperti seseorang takut serangan orang zalim atas sebagian apa 
yang dimiliki. Ia pura-pura membelinya untuk menyelamatkan 
hartanya. Akad seperti ini tidak sah karena dia penjual dan 
pembeli tidak bermaksud jual beli. 
 
b. Jual beli yang dilarang dengan sebab sigḥāt akad/kontrak.59 
1) Tidak ada kesepakatan ijab dan qabul 
2) Jual beli dengan korespondensi atau utusan. 
Jual beli ini sah selama masih berada dalam majlis (tempat 
menjual dan membeli). Jika ijab dan qabul terjadi setelah 
mereka berpisah dari majlis maka akadnya tidak sah. 
3) Jual beli dengan orang yang tidak ada pada majlis akadnya 
adalah tidak sah. 
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4) Jual beli yang belum selesai 
Seperti jual beli yang digantungkan dengan syarat atau 
disandarkan kepada waktu yang akan datang, jual beli ini tidak 
sah. 
a) Jual beli yang digantungkan dengan syarat, seperti saya 
jual rumah ini kepadamu dengan harga sekian jika ayah 
saya datang dari perjalanannya. Jual beli ini adalah garar, 
karena penjual dan pembeli tidak tahu apakah akan terjadi 
apa yang digantungkan dan kapan? 
b) Jual beli yang disandarkan dengan waktu seprti saya jual 
kendaraan ini awal bulan depan. Jual beli ini adalah garar 
karena tidak akan diketahui bagaimana barang pada waktu 
yang akan datang. 
 
c. Jual beli yang dilarang dengan sebab objek jual beli.60 
Jual beli yang dilarang dengan sebab objek jual beli ada 5 (lima) 
macam: 
1) Yang dilarang dengan sebab garar (penipuan) dan jahalah 
(ketidaktahuan). 
a) Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-
menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain 
dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka 
                                                          
60
 Ibid.,   
48 
 
 
 
orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal 
ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan 
kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu 
pihak. 
 ِللها ُلْوُسَر َّنَأىلص ويلع للها  وملس  ِلُجَّرلا ُْحرَط َيِىَو ِةََذباَنُمْلا ِنَع ىَه َن
 ,ِةَسَمَلَُمْلا ِنَع ىَه َنَو ِوَْيِلإ َُرظْن َي ّْوأ ُوَبِّلَق ُي ّْنأ َلْب َق ِلُجَّرلا َلَِإ ِعْي َبْلِاب َُوبْو َث
)ملسمو ئراخبلا هاور( .ِوَْيِلإ ُُرظْن َي َلَ ِبْوَّ ثلا ُسْمَل ُةَسَمَلَُمْلاَو 
Artinya: 
Bahwasanya Rasulullah SAW. telah melarang dari al-
munabadzah, yaitu seseorang yang melempar pakaiannya 
untuk dijual kepada orang lain sebelum dia memeriksanya 
atau melihat-lihat pakaian tersebut dan juga beliau SAW 
melarang dari al-mulamasah. Sedang al-mulamasah 
adalah meraba pakaian tanpa melihatnya. (HR. Bukhari 
dan Muslim) 
61 
b) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-
melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan 
kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula 
kepadamu apa yang ada padaku”. Hal ini dilarang agama 
karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul. 
 ِللها ْوُسَر ْنَأىلص ويلع للها  وملس .ِةََذب اَن
ُ
لماَو ِةَسَمَلَ
ُ
لما ِنَع ىَه َن  
 )ئراخبلا هاور( 
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Artinya: 
Bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang al-mulamasah 
dan al-munabadzah.  (HR. Bukhari)62 
c) Jual beli al-hashah, yaitu penjual atau pembeli melempar 
batu, seperti baju yang terkena batu itulah yang dijual atau 
dibeli, tanpa dilihat dan pilih. 
d) Jual beli hablu al-habalah, jual beli anak binatang atau 
anak untuk dengan harga yang ditangguhkan maka apabila 
unta itu melahirkan, penjual mengatakan tunggulah hingga 
ia hamil dan melahirkan. 
e) Jual beli al-madhamin (yang dikandung), yaitu jual beli 
yang dikandung oleh induk binatang betina yang masih 
berupa janin. 
f) Jual beli al-malaqih, yaitu jual beli yang ada di tulang 
punggung hewan jantan. 
g) Jual beli „asb al-fahl, yaitu jual beli dengan mengawinkan 
pejantan baik kuda, unta maupun kambing dan yang 
lainnya. Mengambil upah dari mengawinkan binatang 
adalah haram, padanya ada garar, yaitu tidak diketahui dan 
apakah mampu untuk diserahkan, betinanya bisa hamil juga 
bisa tidak. 
h) Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang 
masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual 
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rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-
kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih 
samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup 
angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya. 
 ِللها ُلْوُسَر َّنَأىلص ويلع للها  وملس  َو ُدْب َي َّتَِح ِراَمِّثلا ِعْي َب ْنَع ىَه َن
)ئرخبلا هاور( . َعاَتْب
ُ
لماَو َعِئ اَبْلا ىَه َن اَهُحَلََص 
Artinya: 
Bahwa Rasulullah SAW telah melarang jual beli buah-
buahan hingga terlihat kematangannya, beliau melarang 
penjual dan pembelinya”. (HR. Bukhari)63 
i) Jual beli yang majhul (yang tidak diketahui), baik itu 
barang, ukuran, harga, waktunya dan yang tidak bisa 
diserahkan seperti ikan yang masih dilaut, atau burung yang 
masih ada di udara. 
j) Jual beli tsunya, yaitu jual beli yang dikecualikan dari 
sesuatu yang tidak diketahui. Seperti jual beli makanan atau 
pakaian dan dikecualikan sebagiannya tanpa ada rincian. 
Jual beli ini batil dan tidak boleh, karena mengandung 
jahalah dan garar serta memakan harta orang lain dengan 
batil. Namun jika yang dikecualikannya diketahui maka sah 
jual belinya seperti jual beli pohon dan dikecualikan pohon-
pohon tertentu yang diketahui rinciannya. 
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k)  Jual beli yang tidak ada pada penjual, seperti menjual 
sesuatu yang tidak dimiliki, menjual barang yang belum 
diterima, menjual unta yang hilang dan lain-lain. 
d. Yang dilarang dengan sebab riba64 
1) Jual beli „inah, yaitu membeli barang dengan tidak tunai 
kemudian dibeli lagi dengan harga yang murah secara kontan, 
di sana adalah jual beli yang haram dan batil. 
2) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan 
buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran 
padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) 
sehingga akan merugikan pemilik padi kering. 
Jual beli tersebut di atas dilarang, berdasarkan sabda 
Rasulullah saw.: 
 ْنَع ملس و ويلع للها ىلص ِللها ُلْوُس َر ىَه َن : َلَاق ونع للها ىض ر ٍسََنأ ْنَع
)ىر اخبلا هاور( ِةَن َبَازُمْلاَو ِةََذبااَنُمْلا َو ِةَسَماَلَُمْلا َو َِةرَضاَخُمْلاَو ِةَل َقااَحُمْلا ِعْي َب 
Artinya: 
Dari Anas r.a berkata: Rasulullah saw. telah melarang jual 
beli muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah, dan 
muzabanah. (HR. Bukhari).
65
 
3) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih 
di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli 
ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan. 
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 َّبَِّنلا َّنَأىلص ويلع للها  و ِةَل َقاَحُمْلاَو ِةَن َبَازُمْلا ِنَع ىَه َن ملس ْنَأ : َةَن َبَازُمْلاَو ,
 ُلُجَّرلا َعْيَِبي ْنَأ ُةَل َقاَحُمْلاَو ,ٍْرَتَ ْنِم ٍقَر َف َِةئ ِابِ ِلْخَّنلا ِسُوُؤُر ىَلَع َرْمَّتلا َعْيَِبي
 َْعرَّزلا)ملسم هاور( .ٍَةطْنِح ٍقَر َف َِةئ ِابِ  
Artinya: 
Bahwasanya Nabi SAW. telah melarang al-muzabanah dan al-
muhalaqah, dan al-muzabanah adalah seseorang menjual buah 
kurma yang masih di atas pohonnya dengan seratus furaq 
kurma kering, sedang al-muhaqalah adalah seseorang menjual 
tanaman pada orang lain dengan seratus furaq gandum. 
(HR. Muslim)
66
 
4) Jual beli daging dengan hewan, tidak boleh jual beli daging 
dengan hewan, karena padanya ada kelebihan garar, 
muzabanah dan riba. 
5) Jual beli hutang dengan hutang, jual beli ini adalah batil dan 
diharamkan karena riba yang berlipat. 
6) Dua jual beli dalam satu pembelian 
e. Yang dilarang dengan sebab merugikan dan penipuan67 
1) Jual beli najasy, yaitu seseorang melebihkan harga barang 
sedangkan ia tidak berniat  membelinya akan tetapi untuk 
menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian yang 
palsu supaya laku. 
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2) Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya 
3) Jual beli shafqah (borongan), yaitu jual beli 
mencakup/menghubungkan yang halal dengan yang haram, 
yang diketahui dengan yang tidak diketahui,yang dimilki 
dengan yang bukan milik sendiri, yang shahih dengan yang 
fasid dan yang bagus dengan yang jelek. 
4) Jual beli ihtikar (menimbun), yaitu membeli apa yang 
dibutuhkan oleh orang-orang seperti makanan kemudian 
menimbunnya supaya harganya naik lalu ketika harganya naik 
ia menjualnya. Ini adalah penimbunan yang diharamkan. 
f. Yang dilarang dengan sebab dzatnya haram.68 
1) Jual beli khamar, daging babi dan berhala. 
2) Jual beli darah, kucing dan anjing. 
g. Yang dilarang dengan sebab yang lainnya.69 
1) Jual beli waktu adzan jum‟at dan shalat jum‟at  
2) Jual beli di Masjid 
3) Jual beli senjata untuk huru-hara/kekacauan dan perang. 
4) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar. 
5) Jual beli mushaf untuk orang kafir. 
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h. Jual beli yang dilarang dengan sebab ada sifat atau syarat atau ada 
larangan. 
70
 
1) Jual beli ribawi 
2) Jual beli dengan alat tukar barang yang haram. 
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli71 
a. Manfaat Jual Beli: 
1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat 
yang menghargai hak milik orang lain. 
2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar 
kerelaan atau suka sama suka. 
3) Masing-masing pihak merasa puas. 
4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang 
yang haram (batil) 
5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.  
6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahgiaan. 
7. Hikmah Jual Beli72 
Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian 
keluanagan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena 
semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa 
sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus 
selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi 
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  Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group 
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hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan 
satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang 
lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang 
memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh 
sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya 
masing-masing. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM MENGENAI LARIS TOSERBA DAN SWALAYAN 
KLATEN DAN PELAKSANAAN KLAUSULA GANTI RUGI 
“MEMECAHKAN BERARTI MEMBELI” 
A. Sejarah Perusahaan 
Swalayan Laris Klaten merupakan bentuk usaha dibidang eceran, 
yaitu pemasaran barang-barang eceran yang berbentuk toko serba ada, 
sebagai pusat perbelanjaan Swalayan Laris Klaten menyediakan barang-
barang kebutuhan sehari-hari (barang-barang kelontong), barang 
elektronik, fashion, dan kosmetik. Pada awal berdirinya Swalayan Laris 
hanya berbentuk sebuah toko kelontong kecil dengan modal masih sangat 
minim pada zaman itu yang dimiliki Tan Moen Kie.
1
 
Pada tahun 1986 toko Laris mengalami kemajuan sangat pesat, 
yang semula hanya berbentuk toko kelontong yang kecil akhirnya menjadi 
toserba (toko serba ada) dengan berganti nama Toserba Laris Klaten, 
sesuai perkembangan zaman anak-anak muda sering menyebut dengan 
Swalayan Laris. Pada tanggal 18 Maret 1987 kepemimpinan Toserba Laris 
Klaten diserahkan kepada putranya yang bernama Johan Kristanto. 
Dengan bergantinya kepemimpinan, Toserba Laris Klaten atau Swalayan 
Laris semakin diperkuat dengan akte pendirian No.SP 
00364/P/1124/V/86.
2
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Pada awal kepemimpinan Johan Kristanto, Swalayan Laris Klaten 
mengalami banyak hambatan dan rintangan terutama dalam hal 
permodalan dan persaingan yang semakin ketat, mengingat pada waktu itu 
di Klaten sedang marak berdiri toko-toko, swalayan, dan toserba. Dengan 
persaingan yang semakin ketat hal itu memacu menajemen Swalayan Laris 
Klaten untuk terus dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan 
bertujuan untuk memuaskan konsumen dan akhirnya dapat merebut 
pangsa pasar untuk terus mempertahankan existensi dari Swalayan Laris 
Klaten. Untuk lebih mengembangkan usahanya dalam memuaskan 
konsumen maka mulai tahun 1992 melakukan perluasan bangunan dan 
membuka cabang Laris, antara lain :
3
 
1. Swalayan Laris Muntilan 
2. Swalayan Laris Ambarawa 
3. Swalayan Laris Kartasura 
4. Swalayan Laris Purworejo 
5. Swalayan Laris Temanggung 
6. Swalayan Laris Sukoharjo 
Swalayan Laris didirikan dipusat Kota Klaten yaitu di Jl. 
Pemuda Tengah No. 164, adapun pemilihan lokasi tersebut didasarkan 
pada beberapa pertimbangan antara lain adalah :
4
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1. Kedekatannya dengan sumber pemasok 
Swalayan Laris berlokasi di pusat Kota Klaten yang sangat 
strategi serta berdekatan dari para pemasok yang berasal dari Solo, 
Yogyakarta, Jakarta, Klaten dan Semarang. 
2. Lingkungan Masyarakat 
Lingkungan di sekitar Swalayan Laris sangat mendukung 
didirikannya Swalayan Larsi, dikarenakan tingkat pertumbuhan 
penduduk yang sangat pesat dan juga padat. Terletak dipusat Kota 
Klaten, berdekatan dengan komplek perumahan serta banyaknya 
penduduk Kota Klaten yang semakin mempermudah proses 
perekrutan karyawan. 
3. Lokasi dan Transportasi 
Lokasi Swalayan Laris sangat strategis dan merupakan jalur 
utama di Kota Klaten yang mudah dijangkau dengan berbagai 
transportasi. 
B. Struktur Organisasi 
Swalayan Laris mempunyai struktur formal untuk melaksanakan 
tugas agar terarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Setiap struktur 
organisasi terlebih dahulu memusatkan perhatiannya pada kegiatan-
kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan, manajemen akan 
menganalisis jabatan-jabatan yang dipegang dengan beberapa kualifikasi 
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tertentu. Koordinasi tentang kegiatan setiap karyawan merupakan 
tanggung jawab penting dari seorang manajer.
5
 
Untuk memperjelas hubungan kerjasama antar karyawan baik 
pada karyawan tingkat bawah, menengah, maupun karyawan tingkat atas, 
adapun strukturnya sebagai berikut :
6
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Direktur Utama 
Departemen 
Personalia 
Kepala Gudang  
Gudang 
Permintaan 
Barang 
Supervisor Area 
Pengawas 
Kepala Counter 
COUNTER 
Manajemen 
Adminitrasi 
Staf Departemen 
Kasir Base 
Store Manajer 
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Untuk lebih memudahkan dalam memahami struktur organisasi 
yang ada di Swalayan Laris, maka dapat diuraikan tugas masing-masing 
bagian sebagai berikut :
7
 
1. General Store 
General Store mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab 
sebagai berikut: 
a. Mengusahakan pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan. 
b. Mengusahakan agar pramuniaga selalu memberikan pelayanan 
yang memuaskan kepada konsumen atau kepada para pengunjung. 
c. Mengajukan saran-saran dalam menentukan target penjualan. 
d. Mengubah dan mengurangi anggaran pembelian. 
e. Mengajukan mengenai mutasi promosi tenaga kerja. 
f. Menciptakan suasana kerja yang harmonis. 
2. Kepala Bagian Adminitrasi 
Kepala bagian adminitrasi mempunyai tugas dan tanggung 
jawab sebagai berikut : 
a. Mengatur keperluan surat-menyurat. 
b. Secara rutin membuat laporan arus keluar masuk barang. 
3. Personalia 
Bagian personalia mengatur kebijakan yang berhubungan 
dengan karyawan, yang meliputi :
8
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a. Menentukan kualifikasi dalam perektrutan karyawan dan 
menyeleksi calon karyawan. 
b. Melakukan perekrutan karyawan. 
c. Mengatur dan mengawasi kinerja karyawan. 
4. Kepala Bagian gudang 
Kepala bagian gudang mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Bertanggung jawab atas barang-barang yang berada di gudang. 
b. Mengatur kinerja dibagian gudang. 
c. Mengadakan adminitrasi penyimpanan dan pengeluaran barang. 
5. Gudang 
Bertugas menjaga dan mengatur keluar masuk barang dan 
bertanggung jawab atas keamanan barang-barang selama di gudang. 
6. Kepala Bagian Pembelian 
Kepala bagian pembelian mempunyai tugas dan wewenang 
sebagai berikut: 
a. Melakukan pembelian barang. 
b. Menyeleksi produk-produk yang ditawarkan oleh pemasok. 
c. Mengatur penataan barang dagangan. 
7. Supervisor area 
Supervisor area bertugas dan bertanggung jawab atas kinerja 
para karyawan. 
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8. Pengawas 
Pengawas bertugas mengawasi kinerja karyawan dan 
mengamankan barang-barang dari tindakan pencurian. 
C. Personalia9 
1. Tenaga Kerja 
Jumlah tenaga kerja Swalayan Laris adalah sebanyak 209 
karyawan yang terdiri dari 60 karyawan laki-laki dan 149 karyawan 
perempuan. 
2. Jam Kerja 
Sistem jam kerja yang dijalankan Swalayan Laris ialah 
karyawan masuk kerja pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 
WIB, untuk pembagian jam kerja karyawan ada 3 shift masing-masing 
shift bekerja selama 8 jam kerja dengan istirahat selama 2 jam, tetapi 
untuk shift yang ketiga istirahat karyawan selama 3 jam dan dilakukan 
secara bergantian antar karyawan satu dengan karyawan yang lain. 
3. Kompensasi 
Gaji yang diberikan kepada karyawan didasarkan pada kriteria 
sebagai berikut: 
a. Atas dasar jabatan 
Semakin tinggi jabatan yang didudukinya maka akan semakin 
banyak pula gaji yang akan diterimanya. 
b. Pengalaman Kerja 
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Bagi karyawan yang sudah berpengalaman maka gaji yang 
akan diterimanya semakin besar. 
c. Prestasi Kerja 
Bagi karyawan yang berprestasi maka perusahaan akan 
memberikan gaji tambahan dalam bentuk bonus diluar gaji pokok 
yang diterimanya. 
4. Jaminan Sosial 
Jaminan sosial yang diberikan oleh pihak manajemen 
Swalayan Laris kepada para karyawan adalah sebagai berikut: 
a. Jaminan tunjangan kematian sebesar Rp 200.000,00 ditambah 
dengan santunan dari rekan-rekan kerja dan perusahaan. 
b. Jaminan kecelakaan kerja. 
c. Tunjangan kesehatan bagi karyawan. 
d. Tunjangan hari raya sebesar satu kali gaji pokok. 
5. Tata tertib kerja 
a. Setiap karyawan harus menaati dan melaksanakan semua perintah 
dan kebijakan atasannya dengan penuh tanggung jawab. 
b. Selama menjalankan tugas, setiap karyawan harus memelihara 
penampilan dan kepribadiannya agar tetap menarik dan simpatik. 
c. Selama jam kerja karyawan harus menggunakan seragam kerja 
yang telah diberikan oleh perusahaan dan tidak diperkenankan 
menggunakan perhiasan yang mencolok serta dandanan yang 
berlebihan. 
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d. Dalam menjalankan tugasnya setiap karyawan harus berlaku 
ramah, sopan, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 
kepada setiap konsumen atau pengunjung. 
e. Setiap karyawan ikut bertanggung jawab atas terpeliharanya 
keamanan barang perusahaan, baik barang dagangan maupun 
perlengkapan perusahaan. 
f. Apabila diketahui adanya gejala-gejala yang dapat mengganggu 
terpeliharanya keamanan barang tersebut, diharuskan melapor 
kepada atasan atau pimpinan toko. 
g. Dalam ruangan toko karyawan tidak diperkenankan untuk duduk-
duduk dan bersendau gurau serta makan dan merokok. 
h. Setiap karyawan tidak diperkenankan membawa barang milik 
perusahaan keluar toko tanpa izin pemilik toko. 
i. Setiap karyawan tidak diperbolehkan membawa barang milik 
pribadinya kedalam toko dan harus disimpan pada almari yang 
telah disediakan. 
j. Setiap karyawan harus menaati dan mematuhi segala katentuan dan 
peraturan perusahaan baik yang bersifat khusus maupun yang 
diberlakukan secara umum. 
k. Selama jam kerja berlangsung karyawan tidak diperbolehkan 
meninggalkan tempat tugasnya masing-masing tanpa izin dari 
atasannya. 
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l. Setiap karyawan tidak dibenarkan karena jabatannya menerima 
hadiah atau komisi dari pihak lain dalam bentuk apapun sebagai 
imbalan jasa bagi dirinya. 
m. Setiap karyawan tidak dibenarkan mengedarkan pamphlet, gambar-
gambar dan lain sebagainya yang dapat mengganggu ketertiban 
umum dan yang bertentangan dengan tata susila. 
D. Program Pemasaran Swalayan Laris Klaten10 
1. Produk 
Swalayan Laris menyediakan barang-barang yang meliputi: 
a. Barang-barang kebutuhan sehari-hari (barang kelontong). 
b. Barang-barang elektronik (kulkas, dispenser, setrika). 
c. Kosmetik 
d. Fashion 
e. Alat Tulis Kantor 
Untuk memuaskan pelanggan Swalayan Laris melakukan 
penyeleksian terhadap setiap barang yang masuk dari pemasok, hal 
itu dilakukan untuk menjaga kualitas dari produk-produk yang 
disediakan oleh Swalayan Laris. 
2. Harga 
Dalam kebijakan penetapan harga Swalayan Laris 
mengusahakan agar harga dari produk-produk di Swalayan Laris 
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berada dibawah harga pesaing. Adapun langkah-langkah yang 
dilakukan, yaitu sebagai berikut : 
a. Pembelian barang dilakukan secara langsung dari pemasok utama. 
b. Pembelian barang dilakukan dengan cara tunai. 
c. Menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. 
3. Lokasi/saluran distribusi 
Swalayan Laris Klaten mempunyai tempat yang sangat 
strategis dan sangat mendukung kemajuan, yaitu berlokasi di 
sepanjang jalan Pemuda Tengah No. 164, Klaten. Lokasi yang mudah 
di jangkau dengan segala transportasi serta terletak dipusat kota Klaten 
yang berdekatan dengan komplek perumahan dan pasar kota Klaten. 
Untuk distribusi kepala bagian pembelian melakukan perjanjian 
dengan pemasok menggunakan ketentuan pembayaran tunai dan 
pemotongan 10%. Disamping itu untuk menjaga persediaan barang 
Swalayan Laris mempunyai gudang cukup luas yang terletak di lantai 
III. 
4. Promosi 
Untuk mendukung kegiatan penjualan maka Swalayan Laris 
melakukan promosi sebagai berikut : 
a. Periklanan 
1) Poster. 
2) Spanduk. 
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3) Baliho yang dipasang di halaman depan Swalayan Laris 
Klaten. 
4) Iklan lewat radio. 
5) Iklan lewat media massa. 
b. Promosi Penjualan 
1) Potongan harga atas discount yang diberikan kepada 
konsumen. 
2) Kupon berhadiah. 
E. Lay Out Swalayan Laris11 
Dalam strategi pemasarannya, Swalayan Laris sangat 
memperhatikan penataan ruangnya untuk menarik perhatian konsumen dan 
menciptakan suasana yang nyaman bagi para konsumennya. Swalayan 
Laris terdiri dari 3 gedung, adapun pembagian ruangannya yaitu: 
1. Gedung I 
Lantai I : 
a. Kebutuhan sehari-hari (barang-barang kelontong). 
b. Kosmetik 
c. Karpet  
d. Obat-obatan. 
Lantai II : 
a. Peralatan dapur. 
b. Barang-barang elektronik (TV, kulkas, blender, mixer dll) 
                                                          
11
  Observasi Laris Toserba dan Swalayan, di Klaten, 7 Maret 2019 
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Lantai III : 
a. Kantor personalia dan staf. 
b. Gudang penyimpanan barang-barang. 
c. Toilet. 
2. Gedung II 
Lantai I : 
a. Arloji. 
b. Aksesoris 
c. Vas Bunga 
d. Pakaian Dewasa 
e. Koper. 
f. Tas. 
Lantai II : 
a. Pakaian Dewasa. 
b. Pakaian anak-anak. 
c. Tas Sekolah. 
d. Sepatu dan Sendal. 
Lantai III : 
a. Kantor personalia dan staf. 
b. Gudang penyimpanan barang-barang. 
c. Toilet. 
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3. Gedung III 
Gedung yang ketiga ini didirikan khusus untuk mainan anak-
anak dan berbagai perlengkapan sekolah untuk anak-anak. 
F. Pelaksanaan Dalam Penggunaan Klausula Ganti Rugi “Memecahkan 
Berarti Membeli” 
1. Wawancara dengan Supervisor  
Penulis pun mewawancarai bapak Erik
12
, selaku supervisor 
untuk pada bagian pecah belah yaitu toko bagian ketiga. Kelebihan 
dari toko laris ini adalah terkenal murah dan lengkap. Jumlah 
karyawan ada 22 orang dengan laki-laki lebih banyak daripada wanita. 
Selain barang pecah belah, disini juga ada mainan, karpet dan alat 
tulis.  
Pengunjung yang datang pun beragam jikalau toko bagian 
ketiga yang penulis wawancarai, pengunjung yang datang berkunjung 
bisa mencapai 500 orang perharinya jika sepi. Namun jika ramai bisa 
mencapai 1000 orang. Terdapat beberapa klausula yang ada di bagian 
toko ketiga ini, ada pencantuman klausula tentang “Membuka berarti 
Membeli” dan “Memecahkan berarti Membeli”, yang hal ini dilakukan 
agar konsumen yang datang untuk berbelanja lebih berhati-hati dalam 
melakukan kegiatannya. Menurut beliau, klausula yang diterapkan 
sudah sepantasnya dan konsumen yang datang pun harus dengan 
sukarela menerima segala aturan yang berlaku di Laris Toserba dan 
                                                          
12
 Erik, Supervisior, Wawancara Pribadi, 25 November 2018 jam 15.00-16.00 WIB. 
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Swalayan Klaten ini baik hal itu berkaitan dengan klausula maupun 
hal-hal lainnya.
13
 
2. Wawancara Merchandiser Display (MD)  
Pada bagian pecah belah,
14
 penulis menemukan kalimat 
“Memecahkan berarti membeli” kalimat ini digunakan oleh penjual 
atau pemilik usaha semata-mata agar para pelanggan yang datang lebih 
berhati-hati apalagi pada bagian barang pecah belah dan perlu ada 
kesiapan dari pengunjung jika sudah diberitahukan melalui 
pencantuman tersebut. Menurut Ibu Irna, beliau pernah mendapati 
bahwa ada pengunjung atau pembeli yang memecahkan. Menurut 
beliau apabila ada pengujung yang memecahkan karena kesenggol atau 
megangnya tidak benar dari pihak pemilik toko tetap meminta untuk 
uang penggantian meskipun tidak disengaja. Menurutnya, siapapun 
pengunjung yang berada ditempat kejadian dia berhak mengganti atas 
barang yang pecah tersebut. Prosedur untuk penggantian barang 
tersebut harus diganti dengan harga asli dari barang tersebut atau 
mengganti dengan harga 100%. 
Jika ada pelanggan yang memecahkan tidak mau mengganti 
perlu adanya alasan-alasan tertentu, lalu diberikan peringatan kepada 
                                                          
13
 Ibid.,  
14
 Irna, Merchandiser Display (MD), Wawancara Pribadi, 14 Maret 2019, jam 09.00-
10.00 WIB.  
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konsumen, dan tetap diharapkan untuk mengganti, karena jika tidak 
mau mengganti maka supplier atau mitra dari laris ini akan rugi.
15
 
Prosedur dalam pelaksanaan :
16
 
a. Jika ada konsumen yang memecahkan barang tersebut, pelayan 
toko langsung menghampiri dan meminta alasan mengapa 
konsumen memcahkan barang tersebut. 
b. Jika telah dimintai keterangan, pelayan akan membersihkan 
pecahan barang tersebut dan membawanya ke kasir 
c. Konsumen akan diminta untuk mengganti dengan membayar ke 
kasir sesuai harga nominal yang telah tercantum pada rak barang. 
d. Jika konsumen telah mengganti rugi barang pecah tersebut dapat 
di bawa pulang oleh konsumen. 
3. Wawancara dengan konsumen Tuti 
Saya mewawancarai beberapa konsumen, yaitu yang pertama, 
Ibu Tuti (25 tahun)
17
 yang penulis temui saat memecahkan barang dan 
penulis wawancarai, beliau memecahkan gelas tanpa kesengajaan 
beliau, pada saat barang tersebut tidak sengaja ibu Tuti senggol dan 
pecah, pegawai datang dan menghampiri ibu Tuti, lalu setelah itu 
pecahan barang tersebut langsung di bungkus dengan plastik dan ibu 
Tuti bawa untuk membayarnya ke kasir dengan harga yang memang 
                                                          
15
 Ibid.,   
16
  Observasi Laris Toserba dan Swalayan, di Klaten, 14 Maret 2019 
17
  Tuti, Konsumen, Wawancara Pribadi, 15 Maret 2019, jam 10.00-10.15 WIB. 
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sudah tertera dalam barang tersebut. Gelas yang dipecahkan dengan 
harga Rp 3.500,00 Menurut beliau, sebagai konsumen, pencantuman 
ini digunakan karena memang konsumen harus lebih berhati-hati 
dalam bertindak, memang sepatutnya kita harus membayar ganti rugi 
namun jikalau harus membayar dengan penuh dari barang tersebut 
konsumen merasa tidak diuntungkan karena pada akhirnya barang 
tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Menurut beliau, 
beliau hanya bisa mengikuti segala aturan yang ada saja sekalipun rela 
tidak rela. Ibu Tuti merasa, seharusnya penggantian ini dapat melihat 
dari segi konsumen, jika barang yang dipecahkan karena 
ketidaksengajaan maka ganti rugi yang diberikan tidak penuh dengan 
harga barang tersebut.  
4. Wawancara dengan Konsumen Ningsih 
 Yang Kedua adalah ibu Ningsih (55 tahun)
18
 yang 
memecahkan piring dengan harga yang lumayan mahal, sama seperti 
prosedur pada umumnya barang yang pecah langsung dibungkus dan 
dibayar ke kasir untuk dibawa pulang, beliau memecahkan piring 
dengan harga Rp.150.000,00 beliau harus mengganti harga modal dan 
harga jualnya atau dengan harga yang tertera pada rak tersebut. 
Menurut beliau, klausula ini agar merugikan jika barang yang 
dipecahkan karena ketidaksengjaan dan harus mengganti rugi dengan 
harga yang mahal. Beliau, mau tidak mau harus menggantinya karena 
                                                          
18
  Ningsih, Konsumen, Wawancara Pribadi, 15Maret 2019, jam 10.00-10.15 WIB. 
73 
 
 
 
memang sudah tanggung jawab dan aturan dari pihak Laris Toserba 
dan Swalayan ini. Menurutnya, ganti rugi atas memecahkan barang 
tersebut memang sah-sah saja kerena ini merupakan kesalahan dari 
beliau sendiri namun jika harus mengganti dengan harga penuh apalagi 
dengan harga yang lumayan tanpa bisa beliau manfaatkan barang 
tersebut beliau merasa terbebani. 
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BAB IV 
ANALISIS PELAKSANAAN KLAUSULA BAKU GANTI RUGI 
“MEMECAHKAN BERARTI MEMBELI” PERSPEKTIF FIQH 
MUAMALAH  
 Klausula atau biasa disebut dengan klausula baku adalah suatu 
aturan atau ketentuan yang syarat-syaratnya telah dipersiapkan dan 
ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan pada suatu perjanjian yang mengikat dan wajib di taati oleh 
konsumen. 
Saat ini terdapat klausula-klausula baku yang dicantumkan oleh 
pelaku usaha untuk menghindarkan kerugian pada usahanya. Hal ini juga 
berdampak pada konsumen yang harus mengikuti aturan atau perjanjian 
dari pelaku usaha. Seperti pada halnya pencantuman pada nota 
pembayaran yaitu barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, 
mencoba berarti membeli, membuka plastik berarti membeli atau 
memecahkan berarti membeli. 
Dari klausula-klausula yang tercantum di atas menyebabkan 
konsumen merasa dirugikan karena konsumen tidak dapat berbuat apa-apa 
jika ada suatu barang yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. 
Selain itu, konsumen tidak dapat berbuat banyak selain menuruti klausula 
tersebut. Praktik-praktik pencantuman klausula baku tersebut sudah 
dilakukan oleh pelaku usaha salah satunya yang ada di Laris Toserba dan 
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Swalayan Klaten, yang pada hal ini penulis menganalisa dibagian barang 
pecah belah dengan menemukan kata “Memecahkan berarti Membeli”. 
Pada pelaksanaannya konsumen yang melakukan kesalahan baik 
disengaja ataupun tidak disengaja dengan memecahkan suatu barang yang 
ada di bagian pecah belah tersebut harus membayar ganti rugi atas barang 
yang dipecahkan tersebut. Barang yang dipecahkan bisa terdiri dari piring, 
gelas, atau perabotan rumah tangga yang bersifat keramik atau kaca. Jika 
ada konsumen yang memecahkan konsumen harus membayar sebesar 
100% dari barang tersebut. 100% yang dimaksud adalah harga jual + harga 
modal dari barang tersebut (seluruhnya). 
Apabila dalam hal ini konsumen yang memecahkan tersebut tidak 
sengaja maka harus benar-benar diganti dan pihak dari Laris Toserba dan 
Swalayan Klaten tidak menerima alasan apapun selain penggantian. Hal 
ini dilakukan pelaku usaha agar konsumen yang datang untuk berbelanja 
dapat berhati-hati apalagi pada bagian barang pecah belah tersebut. 
Adapun pelaksanaan penggantian yaitu : 
1. Jika konsumen tidak sengaja atau sengaja memecahkan barang maka 
akan ada pelayan toko yang menghampiri dan meminta alasan 
mengapa konsumen memecahkan barang tersebut. 
2. Jika telah dimintai keterangan, pelayan akan membersihkan pecahan 
barang tersebut dan membawanya ke kasir. 
3. Konsumen akan dimintai untuk mengganti dengan membayar ke kasir 
sesuai harga nominal yang tercantum pada rak barang. 
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4. Jika konsumen telah mengganti rugi barang pecah tersebut dapat 
dibawa pulang oleh konsumen. 
Pada kesempatan ini penulis mewawancarai beberapa konsumen, 
yang menurut mereka setuju apabila ada penggantian atas barang yang 
mereka rusak, karena ini merupakan tanggung jawab dari pihak konsumen 
atas dasar melakukan kerusakan benda baik secara sengaja maupun tidak 
sengaja. 
Menurut konsumen pada pencantuman tersebut sah-sah saja jika 
hal tersebut digunakan agar konsumen dapat bertindak lebih berhati-hati 
jika telah berada di area pecah belah. Namun konsumen merasa keberatan 
jika harus membayar 100% atas kesalahan mereka, menurutnya jika 
konsumen harus membayar setidaknya harga yang dibayarkan adalah 
harga modal dari barang tersebut. Karena barang tersebut tidak dapat 
digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga menurut 
mereka jikalau harus membayar dengan harga jual mereka merasa 
dirugikan apalagi dalam hal ini tidak ada negosiasi agar konsumen dapat 
diringankan dengan pembayaran tersebut. 
 Menurut penulis, jika dilihat dari segi Hukum Perlindungan 
Konsumen, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hal 
atas pencantuman Klausula Baku merupakan hal yang dilarang menurut 
BAB V Ketentuan Pencantuman Klausula Baku pada Pasal 18 yang pada 
ayat 1 yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 
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ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan 
klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, yang pada hal ini 
termasuk ke dalam huruf a yaitu menyatakan pengalihan tanggung jawab 
pelaku usaha. Dari ketentuan Pasal di atas, larangan atas penggunaan 
klausula baku terdapat pada isi dan bentuk penulisannya. Jika dilihat dari 
isinya klausula dilarang menggunakan klausula yang tidak adil. Artinya 
harus ada keadilan dalam ganti rugi di sini dan terpenuhinya segala hak-
hak yang didapat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian 
sedangkan jika dilihat dari penulisannya yaitu “Memecahkan Berarti 
Membeli” harus bisa dibaca dan dimengerti oleh konsumen,yang dalam 
praktiknya sudah benar dalam segi penulisannya. 
Selanjutnya pada asas-asas perjanjian, ada beberapa asas yang 
menjadi pertimbangan penulis dalam menganalisa pelaksanaan klausula 
baku ganti rugi “Memecahkan Berarti Membeli” yang terdapat di Laris 
Toserba dan Swalayan Klaten ini, yaitu dari segi asas : 
1. Asas Kebebasan (Al-Ḥuriyah) 
Bentuk dan isi dari suatu perjanjian harus sesuai dengan 
kehendak para pihak, apabila telah disepakati oleh kedua nya maka 
kedua belah pihak harus menaatinya, dalam hal ini konsumen yang 
berbelanja tidak mengetahui aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak 
pelaku usaha, sehingga terjadi perjanjian yang mengikat sendiri antara 
pelaku usaha dengan konsumen, namun selama tidak bertentangan 
dengan syariah Islam maka asas ini tetap dapat dilakukan. 
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2. Asas persamaan atau kesetaraan (Al-Musawah) 
Pada asas ini, diterapkan bahwa semua manusia memiliki hak 
dan kesempatan untuk membuat suatu perjanjian, persamaan atau 
kesetaraan atas setiap hak dan kewajiban juga akibat dari perjanjian 
ini, karena jika hak dan kewajiban dari setiap individu tidak dapat 
terpenuhi dengan baik maka akan berakibat adanya ketidakpuasan 
antara para pihak yang mana akan menimbulkan kezoliman atau 
kerugian salah satu pihak. Di sini apabila disesuaikan dengan klausula 
di atas memang harus ada persamaan antara hak dan kewajiban antara 
pelaku usaha dengan konsumen, jika dilihat dari penggantirugian 
pelaku usaha dan konsumen mempunyai hak yang sama dalam 
membuat suatu perjanjian sehingga tidak menimbulkan kerugian salah 
satu pihaknya terlebih di sini konsumen yang penulis wawancarai juga 
merasa dirugikan atas klausula penggantirugian ini. 
3. Asas Keadilan (Al-„Adalah) 
Dalam QS. An-Nahl : 90, Allah SWT berfirman : 
                        
                   
Artinya : 
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.
1
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya…., hlm. 277.  
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Jika dalam hal ini manusia dalam menjalankan jual beli atau 
muamalat tidak mempunyai sikap adil maka termasuk kedalam 
kezoliman. Pada kasus ini, apabila konsumen memecahkan dengan 
membeli dengan harga jual yang dilakukan karena ketidaksengajaan 
konsumen maka termasuk ke dalamnya adalah zholim, namun jika 
sengaja dalam hal ini maka penggantian dengan 100% boleh 
dilakukan. Keadilan di sini juga penulis lihat dari segi pelaku usaha, 
pelaku usaha memang dalam kegiatan usahanya sah-sah saja jika 
harus mengambil keuntungan dalam suatu barang yang dijual belikan, 
namun dalam hal ini pelaku usaha juga harus melihat dari sisi 
konsumen yang keberatan jika harus mengganti penuh, karena barang 
yang didapat konsumen tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
4. Asas Kerelaan (Al-Ridha) 
Dalam QS. An-nisa : 29.  
                           
                   
Artinya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.2 
Bahwa segala transaksi harus didasarkan atas suka sama suka 
atau kerelaan antara masing-masing pihak yang tidak diperbolehkan 
                                                          
2
 Ibid., hlm. 83.  
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adanya tekanan, paksaan dan penipuan. Jika adanya unsur tidak saling 
menyukai akan jual beli tersebut maka akad jual beli tersebut 
merupakan batal untuk dilakukan. 
Selanjutnya, penulis akan menganalisis ganti rugi yang 
dilakukan, ganti rugi di sini apabila dilihat dari teori penggantirugian 
baik dalam teori hukum positif maupun hukum Islam diwajibkan kita 
sebagai umat manusia melakukan ganti rugi, seperti firman Allah Swt, 
dalam surah Al-Baqarah : 194 yaitu 
 …                              
               
Artinya:  
...barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, 
seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada 
Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa.
3
 
Dari surah ini dapat dibenarkan bahwa penggantirugian suatu 
barang akibat dari perbuatan orang lain memang wajib dilakukan, 
namun kita harus juga melihat perbuatan seperti apa yang dilakukan 
oleh setiap manusia, apakah perbuatan yang memang disengaja atau 
tidak, dalam hal ini memang sama-sama dirugikan apabila konsumen 
tidak mengganti suatu barang yang dirusaknya maka pelaku usaha 
                                                          
3
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Maghfirah, 2006), hlm. 
30.    
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mengalami kerugian, dan apabila konsumen mengganti barang yang 
dengan harga sepenuhnya maka konsumen juga dirugikan karena 
barang yang didapat tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, 
untuk itu, dalam sistem ganti rugi yang diterapkan harus melihat dari 
segi pelaku usaha maupun konsumen agar dalam kondisi yang sama-
sama menguntungkan. 
Jika dilihat dari bentuk klausulanya yang mencantumkan kata 
“membeli” sama saja terjadi jual beli di sini. Maka dari itu, penulis 
juga menganalisis dari segi teori jual beli. Apabila terjadi jual beli 
maka harus sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Jika dilihat 
di sini ada beberapa yang tidak sesuai dengan prinsip dari jual beli. 
Beberapa analisis hukum Islam tentang jual beli yang penulis 
dapat ambil: 
1. Rukun dari barang yang dibeli, adapun syarat-syaratnya : 
a. Ada manfaatnya 
Jika dilihat disini barang yang sudah kita beli tidak dapat 
kita gunakan sebagaimana mestinya, karena barang tersebut tidak 
terdapat manfaat yang dapat kita gunakan. Karena barang tersebut 
pecah sehingga kita tidak dapat gunakan selain membuangnya. 
Dari hasil wawancara yang penulis temukan di lapangan bahwa 
banyak dari konsumen merasa tidak rela jika harus membeli barang 
yang tidak ada manfaatnya jadi hal tersebut menurut mereka 
merupakan pemborosan.  
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Allah pun berfirman dalam surat Al-Isra‟:27 bahwa: 
                         
Artinya: 
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan.
4
 
b. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, 
bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara 
keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. 
Dalam hal ini jika barang yang diterima sudah dalam 
kondisi pecah artinya sudah tidak berbentuk seperti barang pada 
awalnya, sehingga dari segi bentuk dan ukuran sudah tidak dapat 
lagi untuk terjadi jual beli. 
2. Prinsip-prinsip Jual Beli : 
a. Prinsip suka sama suka („an tarāḍin) 
Prinsip utama dalam suatu jual beli harus ada kerelaan atau 
suka sama suka dalam jual beli di sini. Dari hal ini, tidak ada 
kerelaan bagi konsumen untuk membeli barang tersebut, hal ini 
karena didasari oleh pertanggung jawaban konsumen atas rusaknya 
suatu barang. Namun dalam hal ini konsumen tidak membenarkan 
jika barang tersebut karena konsumen ingin membelinya, atau 
suka. Karena banyak dari konsumen yang penulis wawancarai 
                                                          
4
 Ibid., hlm. 284.  
83 
 
mengaku jika hal tersebut dilakukan untuk tanggung jawab semata 
bukan untuk menyukai atas jual beli tersebut. 
Disisi lain, konsumen dalam hal ini wajib mengganti suatu 
barang meskipun rusaknya barang tersebut bukan karena 
kesengajaan. Dari pihak pelaku usaha tidak memberikan 
kelonggaran kepada konsumen dalam penggantiannya. 
b. Iktikad baik 
Dalam proses berbisnis harus ada iktikad baik untuk 
terpenuhinya jual beli yang sesuai dengan prinsip jual beli, prinsip 
ini menunjukkan harus ada nya iktikad baik dalam transaksi yang 
dilakukan salah satunya adalah penggantirugian ini, karena 
konsumen telah beritikad baik untuk mengganti barang yang 
dirusaknya seharusnya juga ada kelonggaran bagi konsumen dalam 
penggantirugian ini. 
3. Jual beli yang diharamkan 
Jual beli yang dilarang karena sebab yang berakad (penjual dan 
pembeli) yaitu salah satunya yaitu : 
Jual beli Terpaksa 
Jumhur fuqaha mensyaratkan agar orang yang melakukan akad 
memiliki kebebasan kehendak dalam menjualbelikan barangnya. 
Apabila dia dipaksa agar menjual hartanya tanpa alasan yang hak maka 
jual beli tersebut tidak sah.
5
 Dalilnya adalah firman Allah Swt.,  
                                                          
5
  Sayyid Sabiq, “Fiqh As-Sunnah” penj. Ahmad Dzulfikar, dkk…, hlm. 45. 
84 
 
                         
                       
Artinya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 
diantara kamu (QS. An-Nisa‟:29)6 
Jika dilihat dari jual beli yang dilakukan maka terdapat 
paksaan di sini, karena konsumen yang melakukan jual beli di sini 
harus membayar barang tersebut akibat tanggung jawab yang 
dilakukan oleh konsumen karena telah memecahkan suatu barang yang 
di jual oleh pelaku usaha, meskipun tidak ada adanya suka sama suka 
antara konsumen dengan barang yang diperjualbelikan tersebut, namun 
menurut pemaksaan karena hak di sini jual beli yang dilakukan adalah 
sah. Karena keridhoan syara‟ dalam hal ini adalah penggantirugian 
akibat perilaku konsumen menggantikan keridhoannya. 
                                                          
6
  Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya…, hlm. 83. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari beberapa analisis yang telah penulis paparkan pada bab 
sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terdapat klausula baku ganti rugi “Memecahkan Berarti Membeli pada 
beberapa rak bagian dari barang pecah belah yang ada di Laris Toserba 
dan Swalayan Klaten, hal ini digunakan agar konsumen lebih berhati-
hati terhadap bagian-bagian yang memang rawan pecah karena barang-
barang yang bersifat kaca atau keramik. Pada pelaksanaannya jika 
konsumen memecahkan tidak ada keringanan atau toleransi bagi 
konsumen untuk mengganti barang tersebut, jadi konsumen harus 
menggantinya dengan harga 100% dari harga jual, yang jika dilihat 
barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, karena 
barang tersebut telah rusak bahkan hancur karena pecahan yang 
dilakukan oleh konsumen. Jika terdapat konsumen memecahkan 
barang tersebut yang nilai barang tersebut mahal, maka tidak ada 
keringanan untuk konsumen dan konsumen wajib untuk mengganti 
seluruhnya. Setelah itu barang yang sudah diganti oleh konsumen 
maka barang tersebut akan dibungkus dan dibawa pulang oleh 
konsumen, dan konsumen akan diberikan nota bahwa telah membeli 
barang tersebut. Dalam sistem penggantian dengan harga 100% 
memang sudah aturan dari pihak pelaku usaha, yang dengan ini harus 
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diikuti oleh setiap konsumen yang berkunjung ke Laris Swalayan dan 
Toserba Klaten ini. 
2. Dalam praktik penggantian ini, jika dilihat dari segi isi klausula baku 
memang dirasa kurang adil, karena tidak ada keringanan atau toleransi 
dalam penggantian ini. Namun, penggantian tetap wajib dilakukan oleh 
setiap muslim yang melakukan kerusakan atau kerugian bagi orang 
lain, tetapi di sisi lain dalam hal penggantian harus melihat beberapa 
asas salah satunya dari asas keadilan dan iktikad baik antara konsumen 
dan pelaku usaha, keadilan dan iktikad baik di sini dimaksudkan untuk 
meringankan penggantirugian yang dialami oleh konsumen. Lalu 
dengan mencantumkan kata membeli dirasa kurang tepat dikarenakan 
jika memang harus mengganti maka seharusnya ada keringanan atau 
toleransi bagi konsumen yang memecahkan, jadi tidak adanya 
keuntungan dari hal yang memang tidak ada kesengajaan di sini. Jika 
dilihat dari fiqh Muamalah jual beli pondasi dasarnya adalah kerelaan 
dan suka sama suka, sedangkan yang jika dilihat di sini jika konsumen 
harus mengganti dengan harga yang lumayan mahal untuk barang yang 
mereka pecahkan maka konsumen merasa dirugikan karena tidak ada 
unsur suka sama suka dan kerelaan dalam membeli barang tersebut. 
Karena konsumen tidak dapat menggunakan barang tersebut dengan 
sebagai mana mestinya. Oleh karena itu, konsumen juga menginginkan 
agar adanya keringanan dari ganti rugi ini, sehingga konsumen dapat 
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mengganti dengan kerelaan dan suka karena merupakan tanggung 
jawabnya. 
B. Saran-saran 
1. Bagi pelaku usaha diharapkan jika menerapkan suatu aturan sepihak 
maka seharusnya dapat melihat dari segi konsumen, dan aturan yang 
diterapkan juga sesuai dengan hukum Islam karena sebagian mayoritas 
penduduk Indonesia adalah muslim. 
2. Bagi konsumen, penulis menyarankan agar lebih berhati-hati dalam 
melaksanakan aktivitas jual beli agar tidak merugikan salah satu pihak 
baik pihak konsumen maupun pihak pelaku usaha. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran 1: Biodata Narasumber 
1. Nama   : Erick 
Alamat   : Sekar Salam, Wedi, Klaten. 
Pekerjaan  : Supervisor di bagian toko ketiga Laris Toserba dan 
Swalayan Klaten 
2. Nama   : Irna Sulistiyo Wati  
Alamat  : Klaten 
Pekerjaan : MD atau Merchandise Display 
3. Nama   : Tuti 
Alamat  : Jatinom, Klaten 
Umur   : 25 Tahun 
Pekerjaan  : Guru 
4. Nama   : Ningsih 
Alamat  : Ceper, Klaten 
Umur  : 55 Tahun 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2: Pedoman Wawancara 
Pedoman Wawancara dengan Supervisor 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Laris Toserba dan Swalayan ini? 
2. Apa kelebihan Laris Toserba dan Swalayan Klaten dibandingkan dengan  
Swalayan yang lain? 
3. Berapa jumlah karyawan yang ada pada Laris Toserba dan Swalayan ini ? 
4. Apa saja yang tersedia dalam Laris Toserba dan Swalayan ini ? 
5. Apakah banyak pelanggan yang datang ke Laris Toserba dan Swalayan 
ini? 
6. Apakah terdapat Klausula yang ada di Laris Toserba dan Swalayan ini?  
7. Apa saja klausula tersebut ? 
8. Menurut bapak, pencantuman ini digunakan untuk apa ? 
9. Apakah pencantuman ini sah-sah saja ? 
10. Jika konsumen yang datang untuk berbelanja, apakah klausula ini dapat 
diterima oleh pengunjung ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedoman Wawancara dengan Pegawai bagian pecah belah  
1. Mengenai pencantuman “Memecahkan berarti Membeli”, jika ada 
pelanggan yang memecahkan barang apakah ada prosedur dalam 
penggantian barang tersebut ? 
2. Jika pelanggan tersebut memecahkannya, apakah harus diganti dengan 
harga jual/harga yang tertera tersebut? 
3. Apa tujuan dari pencantuman ini ? 
4. Jika barang yang pecah tidak sengaja, apakah harus tetap diganti ? 
5. Jika teteap diganti, apakah ada kelonggaran atas barang tersebut? Misal 
dengan harga yang lebih murah, atau pembeli harus tetap membayar full? 
6. Apakah pernah terjadi kejadian seperti ini? 
7. Apakah ada perjanjian tertulis atau peringatan jika konsumen memecahkan 
barang tersebut ? 
8. Pernah tidak, pelanggan yang memecahkan dengan sengaja, lalu pihak 
swalayan tetap meminta ganti rugi, namun pelanggan tidak mau atau 
keberatan? Apa tindakan swalayan? 
9. Bagaimana pendapat ibu, jika konsumen hanya mengganti barang tersebut 
dengan harga modal bukan jual? 
10. Apakah ibu mengetahui jika pencantuman klausula seperti ini tidak 
diperbolehkan ? 
 
 
 
Pedoman Wawancara Konsumen 
1. Apakah Ibu pernah memecahkan barang di Laris Toserba dan Swalayan 
Klaten ini? 
2. Barang apakah itu? 
3. Apakah sesuai dengan proserdunya dalam penggantian barang yang Ibu 
pecahkan ? 
4. Berapa harga yang Ibu harus ganti dari barang tersebut? 
5. Apakah Ibu diwajibkan untuk mengganti dengan harga penuh? 
6. Menurut Ibu, apakah pencantuman klausula ini dibenarkan? 
7. Apa yang Ibu rasakan jika harus membayar penuh ? 
8. Apakah Ibu sukarela menerima barang tersebut? 
9. Apakah dengan Ibu berbelanja disini Ibu harus sukarela menerima aturan 
dengan segala resiko yang ada? 
10. Bagaimana seharusnya menurut Ibu dengan pembiayaan ganti rugi ini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3: Foto 
1) Foto dengan Pelaku Usaha 
 
 
Keterangan foto : Bapak Erick selaku Supervisor 
  
Keterangan Foto: Bu Irna selaku MD 
2) Foto dengan Konsumen 
 
Keterangan foto: Ibu Ningsih 
 
Keterangan foto: Ibu Tuti 
3) Kondisi toko Laris Toserba dan Swalayan Klaten 
 
 
 
 
 Keterangan foto: klausula yang ada di Laris 
 
Keterangan foto: nota pembelian dan barang yang pecah 
 
 
4) Surat Izin Penelitian dari Laris Toserba dan Swalayan Klaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4: Jadwal Penelitian 
N
O 
BULAN 
Okt Nov Jan Feb Mar Mei 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusun
an 
Proposal 
 x x x                     
2 Konsultas
i 
    x x                   
3 Pendaftar
a 
semprop 
      x                  
4 Semprop         x                
5 Revisi 
Proposal 
         x x              
6 Pengump
ulan data 
           x             
7 Konsultas
i 
            x x x x X x x x x x x  
8 Munaqas
yah 
                       x 
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